
16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

I. Kelembagaan dan Togas Pokok SekretariatDaerah 

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah terbentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo 

Tengah di Provinsi Papua. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya maka 

dibentuklah beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) salah satunya 

adalah Sekretariat Daerah. 

Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah maka sekretariat daerah 

sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi pelayanan administrasi dibantu oleh 

beberapa bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya . 

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 

dibentuk berdasarkan Peraturan Bopati Mamberamo Tengah Nomor 2 tahun 2011 

tentang Sosonan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Kabopaten Mamberamo Tengah. 

Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan mempunyai 

< 

togas memimpin dan menyoson kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam 

melaksanakan tugasnya sekretariat daerah memiliki beberapa fungsi yaitu : 

perumosan kebijakan pemerintah, pengkoordinasian pelaksanaan togas Dinas-

dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Sekretariat DPRD, pemantaoan dan 

pengevaluasian kebijakan pemerintah dan pembinaan administrasi dan aparatur 
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pemerintah, untuk lebih jelasnya susunan organisasi sekretariat daerah dapat 

dilihat berdaarkan uraian berikut ini : 

I. Sekretaris Daerah, membawahi: 

2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; mempunyai tugas 

pokok dan fungsi membina, mengarahkan, memfasilitasi dan 

mengkoordinasikan kebijakan pembangunan bidang administrasi tata 

pemerintahan, organisasi dan pendayagunaan aparatur Negara, 

kesejahteraan rakyat, serta mengkoordir dinas, badan dan kantor sesuai 

tugas dan fungsinya 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat membawahi : 

a) Bagian Tata Pemerintahan 

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat 

c) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara 

3. Asisten Bidang Administrasi Umum ; mempunyai tugas pokok dan fungsi 

membina, mengarahkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan 

pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan, tata usaha 

keuangan, administrasi pembangunan serta mengkoordir dinas, badan dan 

kantor sesuai tugas dan fungsinya. 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi: 

a) Bagian Hukum dan Perundang-undangan 

b) Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

c) Bagian Administrasi Pembangunan 
,, 

4. Asisten Bidang Umum ; mempunyai tugas pokok dan fungsi membina, 

mengarahkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebijakan 
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pembangunan bidang humas dan protokol dan urusan rumah tangga kepala 

daerah serta mengkoordir dinas, badan dan kantor sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Asisten Bidang Umum membawahi: 

a) Bagian Humas dan Protokol 

b) Bagian Umum 

Bagan 4.1. 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Mamberamo Tengah 

SEKRETARIS DAERAH 

I 
ASS. BID. ASS. BID. ASS. BID. 

PEMERINT AHAN EKONOMI UMUM 
DANKESRA PEMBANGlJNAN 

I 
I I I 

BAG. BAG BAG. BAG. BAG. BAG. BAG. BAG. 
TATA .KES. ORGANI HUKUM TATA ADM. HUMAS& UMUM 

PEMERI RAK\'AT SASI& & PER· USAHA PEMBAN PROTOK 
NTAHAN PAN uu KEU. GUNAN OL 

Sumber: Bagian Organisasi dan PAN Setda Mamberamo Tengah, 2015 

Sesuai dengan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mamberamo Tengah bahwa Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah 

dan membawahi tiga asisten, asisten ini bertugas membantu sekretaris daerah 

dalam hal membina, mengarahkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan 

kebijakan pembangunan sesuai bidang tugas masing-masing. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat daerah 

didukung oleh beberapa pejabat struktural mulai dari pejabat struktural eselon II 
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sampai dengan pejabat struktural eselon IV yang lebih jelasnya dapat dilihat dari 

komposisi tabel berikut : 

Tabel4.1. 
Komposisi Jabatan Struktural berdasarka'n Jenjang Eselonering 

I. 
Sekretaris Daerah 

Eselon ILA I Orang 

2. 
Asisten Sekda 

Eselon ILB 3 Orang 

3. 
Kepala Bagian 

Eselon liLA 7 Orang 

4. Kepala Sub Bagian 
EseloniV.A 21 Orang 

Sumber: Bagian Organisasi dan PAN Setda Mamberamo Tengah. 2015 

Berdasarkan komposisi jabatan struktural ter~ebut di atas bahwa sekretariat 

daerah merupakan suatu organisasi yang besar, dimana dipimpin oleh seorang 

pejabat eselon ILA merupakan jabatan eselonering tertinggi di kabupaten, 

kemudian dibantu oleh tiga pejabat eselon li.B yaitll para asisten yang disetarakan 

setingkat dengan pejabat kepala Dinas atau Badan, asisten membawahi beberapa 

bagian sesuai bidang tugasnya dimana bagian dipimpin oleh kepala bagian 

sebagai pejabat eselon liLA yang mempunyai bawahan kepala sub bagian yang 

merupakan pejabat eselon IV.A, dengan besarnya kelembagaan organisasi 

sekretariat daerah merupakan suatu gambaran pelaksanaan tanggung jawab dan 

tugas pokok yang besar sehingga disini diperlukan sumber daya untuk memimpin 

setiap lini sesuai jenjang persyaratan untuk menunjang kinerja pemerintah 

daerah. 
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Tabel4.2 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan 

~~-<:No ,: '~'~~ . ' · ;~'-<iGlllonpo_Ruanlt- ·· •. ;: << •:;·•t . Ju~ 
I Golongan I -
2 Golongan II 72 
3 Go Iongan III 39 
4 Go Iongan IV 10 

Jumlah 121 
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur Kab. Mamberamo 

Tengah 2015 

55 

.. - .. ,, . 

Tabel 4.2 di atas menjelaskan jumlah keseluruhan PNS berdasarkan 

golongan ruang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Untuk 

go Iongan ruang IV sebanyak 10 Orang yaitu pejabat yang menduduki jabatan 

eselon II dan sebagaian eselon III, golongan ruang III sebanyak 39 orang yaitu 

pejabat yang menduduki jabatan eselon III sebagian eselon IV dan sebagaiannya 

lagi berstatus pegawaai baru sebagai staf, golongan ruang II sebanyak 72 orang 

sebagai staf dan terse bar pada delapan bagian. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mambera~o Tengah 

Diklat kepemimpinan tingkat III bertujuan mengembangkan kompetensi 

kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepemerintahan di instansi masing-

masing, yang dimaksud dengan kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu 

kemapuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan 

memimpin keberhasilan pelaksanaan program terse but. 

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah saat ini belum dapat 

menyelenggarakan sendiri kegiatan Diklat Kepemimpinan, termasuk Diklat 

Kepemimpinan Tingkat Ill. Pemerintah daerah melakukan keija sama dengan 

Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar di Makassar yang 
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merupakan pusat bagi peserta yang berdomisiJi, di wilayah timur Indonesia, 

dimana program kerjasama ini telah berlangsung sejak tahun 2012, adapun 

tahapan dari penyelenggaraannya keijasama ini adalah sebagai berikut : 

a. Konfirmasi 

Konfirmasi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Aparatur 

Kabupaten Mamberamo Tengah ke Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri 

Makassar, yang meliputi konfirmasi tentang : 

- Kuota peserta yang disediakan untuk Kabupaten Mamberamo Tengah 

- Jadwal pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

- Sumber Pembiayaan! kontribusi yang harus dibayarkan setiap peserta 

Setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana tersebut di atas Badan 

Kepegawaian Daerah dan Diklat Aparatur melakukan tahapan seleksi didaerah 

untuk selanjutnya akan menghasilkan caJon peserta sesuai persyaratan dalam 

ketentuan. 

b. Inventarisasi Peserta 

Inventarisasi peserta dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat 

Aparatur, yang bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan PNS yang 

perlu untuk diikutkan pada kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada setiap 

SKPD yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah. 

Berdasarkan data yang ada jumlah PNS Kabupaten Mamberamo Tengah 

yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dari Tahun 2012 sampai 

dengan 2014 sebagaimana tabe1 berikut : 
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Tabel4.3 
Jumlah Peserta yang Merigikuti 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III Per SKPD Tahun 2012-2014 

Tengah Tahun 2015 

•, 

c. Registrasi Peserta 

Registrasi peserta dilakukan paling lambat dua minggu sebelum 

pelaksanaan diklat, registrasi awal berupa pengiriman berkas persyaratan untuk 

mengikuti diklat tersebut anatara lain adalah : 

I. Keterangan telah lulus tes Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

2. Rekomendasi atasan 

3. SK Jabatan 

4. SK Pangkat Terakhir III/c 

5. DP3 Tahun terakhir 

Berkas tersebut dikirimkan secara kolektif melalui Badan Kepegawaian 

Daerah dan Diklat Aparatur Kabupaten Mamberamo Tengah ke Pusat Diklat 

Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. 

Selanjutnya 3 (tiga) hari sebelum Pembukaan Diklat, seluruh peserta sudah 

harus mendaftar dilokasi diklat dan siap untuk diasramakan terhitung I (satu) hari 

sebelum kegiatan berlangsw1g. 
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d. Tahapan Kegiatan 

Pola Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang diikuti PNS Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2012 dan 2013 berbeda dengan 

penyelenggaraan pada tahun 2014. Pada tahun 20q dan 2013 masih diberlakukan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola lama berdasarkan Keputusan Kepala LAN 

Nomor : 540/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, secara umum kurikulum pembelajaran 

terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut : 

I. Kajian Sikap dan Perilaku 

r 

Kajian ini diarahkan pada pengembangan dan penguasaan sikap dan perilaku 

kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal 

dan eksternal 

2. Kajian Manajemen Publik 

Kajian ini diarahkan kepada pembahasan dan penguasaan konsep-konsep 

manajemen publik yang relevan dalam menangani masalah-masalah sektor, 

lintas sektor, wilayah dan lembaga dengan memperhatikan dinamika 

perkembangan lingkungan internal dan eksternal 

3. Kajian Pembangunan 
0] 

Kajian ini diarahkan pada pemahaman dan penguasaan teori dan indikator-

indikator pembangunan, serta pemecahan permasalahan kebijakan, utamanya 

yang terkait bidang tugas masing-masing peserta 

4. Aktualisasi 

Pembelajaran ini diarahkan pada pembahasan isu-isu aktual, dan penerapan 

materi pendidikan dan pelatihan 
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Adapun Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola baru mulai dilaksanakan 

pada tahun 2014, yang berdasar kepada Peraturan-Kepala LAN Nomor 12 tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat III, dimana pelaksanaannya meliputi tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

I. Tahap I 

Tahap I (Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan), Tahap penentuan area dari 

strategi/ program/ kegiatan organisasi yang akan mengalami perubahan dan 

metode pembelajaran : lecturing, diskusi, visitasi ke lokus yang dapat 

menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan & integritas, studi/analisis issu 

stratejik instansional. 

2. Tahap II 

Tahap ke II (Tahap Taking Ownership), Tahap membangun kesadaran bersama 

(peserta dengan atasan, kolega , bawahan dan stakeholder terkait) akan 

pentingnya melakukan reformasi pada area strategi/prograrn/kegiatan yang 

bermasalah sesuai level jabatan. Dilakukan Off Campus dengan metoda 

pembelajaran : Coaching & Counselling oleh widyaiswara dan atasan langsung 

berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan langsung dan 

persetujuan (kewenangan penuh) kepada peserta terhadap area yang akan 

dijadikan sebagai proyek perubahan. 

3. Tahap III 

Tahap ke III (Tahap Merancang Perubahan & Membangun Tim), Membekali 

peserta dengan pengetahuan membuat rancangan perubahan yang 

komprehensif menuju kondisi ideal pelaksanaan strategi/prograrn/kegiatan 
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organisasi. Metode Pembelajaran: lecturing, visitasi, benchmarking, 

penyusunan produk.Target: menyusun rancangan proyek perubahan (individu), 

dan atasan langsung (sebagai mentor) ikut menguji kelayakan rancangan 

proyek perubahan. 

4. Tahap IV 

Tahap ke IV (Tahap Laboratorium Kepemimpinan), Tahap melakukan 

implementasi Proyek Perubahan yang telah dirancang di tempat kelja peserta 

diklat (Off campus). Peserta memimpin pelaksanaan perubahan dengan 

melibatkan stakeholders internal & ekstemal dan resources yang ada (dana, 

SDM, informasi, jejaring dsb). Metoda pembelajaran : Coaching & 

Counselling dan atasan langsung berperan sebagai mentor yang memberikan 

bimbingan langsung dan pemantauan pelaksanaan proyek perubahan. 

5. Tahap V 

Tahap ke V (Tahap Evaluasi), Tahap untuk menilai kompetensi hasil dari 

program diklatpim. Evaluasi dilakukan sejak awal proses pembelajaran sd 

akhir : aspek sikap perilaku & kualitas perubahan yang dihasilkan. Forum : a. 

Seminar Laboratorium Kepemimpinan (Berbagi pengalaman tentang 

keberhasilan dan kegagalan melakukan perubahan/reform), b. Evaluasi akhir 

Kepemimpinan (rekap hasil akhir). 
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Bagan 4.2 
Tahapan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan 

Membansun 
ron 

Sumber: LAN Rl, jumlah hari 
menyesuaikan jenjang diklat 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

61 

Pemimpin 
Perubahan 

" Hasil penelitian ini menampilkan pemyataan-pemyataan basil wawancara 

dari para informan yang memiliki bubungan dalam materi penelitian ini kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan basil temuan penelitian, adapun 

informan tersebut meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan 

Diklat Aparatur, 6 Orang PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III (Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kepala Bagian Umum, Kepala 

Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kasubag Bantuan Hukum, Kasubag Kelembagaan, 

Kasubag Produk Hukum dan Perundang-undangan, Staf Bagian Tata 

Pemerintahan dan Staf Bagian Tata Usaha Keuimgan) dan 3 Orang Staf di 

sekretariat daerah. Selain itu basil penelitian ini juga menampilkan data-data yang 

dapat menunjang analisis penelitian ini. 
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1. Pelaksanaan Diktat Kepemimpinan Tingkat III pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum bisa melaksanakan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill di daerah hal ini. disebabkan terbatasnya sarana 
'"· 

dan prasarana, untuk itu dalam pelaksanaannya mel a! ui kerjasama denga Pusdiklat 

Kementerian Dalam Negeri di Makassar. Sejak tahun 2014 pola pelaksanaan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III telah mengacu kepada pola baru sehingga 

diperlukan kesiapan yangbmatang dalam mengikuti kurikulum dan proses 

pelatihannya. 

Pola pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat dilihat dari 

beberapa aspek pelaksanaan yaitu : 

1.1. Kesiapan Peserta 

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS sekretariat daerah 

dan SKPD lain dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, 

dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri 

Regional Makasar . Pemerintah Daerah Mamberamo Tengah sejak tahun 2012 

melakukan kerjasama dengan lembaga diklat tersebut dalam rangka pelaksanaan 

diklat kepemimpinan bagi pegawai negeri sipil. Kerjasama ini dilakukan oleh 

Pemerintah setempat, mengingat belum tersedianya sarana dan prasarana 

penunjang untuk melaksanakan diklat kepemimpinan dimaksud. 

Dengan pelaksanaan Diklat Kepemimpina Tingkat III yang diselenggarakan 

di Makassar tentunya harus ada kesiapan dari peserta, kesiapan itu adalah 

kesiapan fisik dan mental maupun kesiapan lain agar dapat mengikuti kegiatan. 
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Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur mengatakan (hasil 

wawancara tanggal 7 April2015): 

"Selarna pelaksanaan Diktat P/M III dari tahun 2012 sarnpai 2014 sernua 

peserta dapat rnenyelesaikan seluruh proses pernbelajaran se/arna diktat, 

narnun tahun 2014 terdapat satu orang yang dinyatakan tidak lui us" 

Analisis terhadap kesiapan peserta diklat yaitu PNS sekretariat daerah, jika 

dilihat dari kemampuan. PNS sekretariat daerah yang mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III pada prinsipnya mempunyai kemampuan untuk 

memahami setiap materi yang disampaikan selama diklat, kemampuan jenis ini 

disebutjuga kemampuan kognitif, yang menurut Kaswan (2013 : 99) kemampuan 

kognitif meliputi tiga dimensi : pemahaman verbal, kemampuan kuantitatif dan 

kemampuan berpikir. Kemampuan kognitif mempengaruhi kineija 

tugas/pekerjaan dan kemampuan belajar dalam pelatihan. 

Dengan demikian peserta diklat atau pelatihan dengan tingkat kemampuan 

kognitif yang rendah cenderung tidak berhasil menyelesaikan atau memperoleh 

hasil yang rendah pada akhir pelatihan, dan jika <disimpulkan PNS sekretariat 

daerah yang mengikuti Diklat Kemimpinan Tingkat III dinilai memiliki 

kemampuan kognitif yang tinggi, hal ini terlihat dari predikat kelulusan yang 

diberikan kepada pegawai-pegawai tersebut, meskipun ada I (satu) orang yang 

mendapat predikat tidak lulus, namun hal tersebut bukan dikarenakan rendahnya 

kemampuan kognitif yang bersangkutan namun, dikarenakan kondisi fisik yang 

tidak sehat sehingga tidak dapat mengikuti diklat secara penuh. 

Namun sebagai bahan masukan, setiap peserta harus selain memiliki 

kesiapan dari segi kemampuan kognitif, peserta juga harus mempersiapkan 
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kondisi fisik yang sehat, agar tidak mengharnbat dalarn mengikuti diklat, serta dari 

basil wawancara menunjukkan bahwa PNS yang mengikuti diklat tersebut masih 

memiliki pengetahuan bahasa inggris yang minim, hal ini perlu ditingkatkan, 

mengingat memang kebutuhan bahasa inggris ini selain diharuskan dalarn proses 

belajar pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III, juga merupakan bahasa antar 

negara, dimana pada era globalisasi ini setiap orang dituntut untuk marnpu 

menguasainya, termasuk PNS. 

Kaswan (2013 : 80) berpendapat Analisis kesiapan karyawan untuk 

pelatihan mengacu kepada apakah (I) karyawan memiliki karakekteristik pribadi 

(kemarnpuan, sikap, keyakinan, dan motivasi) yang dibutuhkan untuk 

mempelajari isi program dan menerapkannya pada pekerjaan dan (2) lingkungan 

peketjaan yang memfasilitasi pembelajaran dan tidak menganggu kinetja. 

Pendapat tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa untuk mengetahui sejauh 

mana kesiapan peserta dalarn mengikuti pelatihan dapat dilihat dari : 

I. Kemarnpuan, yang berarti peserta harus memiliki pengetahuan dan 

keterarnpilan sebaagai syarat untuk dapat menguasai bahan atau materi yang 

akan disarnpaikan pada saat pelatihan 

2. Motivasi, yang berarti peserta harus memiliki keingingan atau kemauan untuk 

belajar. 

3. Sikap, yang berarti perilaku yang mendukung saat mengikuti pelatihan. 

4. Lingkungan peketjaan yang mendukung untuk mengikuti pelatihan. 

Sejak Tahun 2012 sarnpai dengan 2014 PNS sekretariat daerah yang telah 

mengikuti diklat dimaksud adalah sebanyak 9 Orang, hal ini sebagaimana data 

yang diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel4.4 
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diktat Kepemimpinan Tingkat III 

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 

I. 2012 

2. 2013 3 Orang 

3. 2014 4 Orang 

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur Kab. Mamberamo 
Tengah, 2015 
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Kepala Bagian Humas dan Protokol (hasil wawancara, tanggal I 0 April 

2015) menyebutkan bahwa: 

"pada saat itu, Diklat PJM Tingkat III masih berlaku pola lama, 

perbedaannya terletak dari jangka waktu pelaksanaan yang lebih singkat 

yaitu kurang lebih 5 minggu, dibanding pola baru yang hampir 3 bulan 

lebih. Namun pada prinsipnya kita juga harus memiliki kesiapan mental, 

fisik dan biaya pada saat mengikuti diklat terse but. " 

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sejak tahun 2013 mengalami 

perubahan dalam pelaksanaannya dari pola lama ke pola baru dimana pada pola 

baru mengharuskan adanya kesiapan dan kesanggupan peserta diklat agar 

konsisten mengikuti tahapan kegiatan diklat kepemimpinan Tingkat III dari awal 

hingga akhir, mengingat jumlah waktu yang dibutuhkan dalam mengikuti diklat 

ini tidaklah singkat. Jika Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola lama hanya 

memakan waktu kurang lebih 5 minggu, maka Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Pola Baru ini memakan waktu kurang lebih 3,5 Bulan. Dalam hal ini perlu 

kesiapan mental dan keseriusan peserta untuk mengikuti keseluruhan tahapan 

diklat ini. 
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Adapun jumlah PNS di sekretariat daerah yang mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III di tahun 2014 adalah sebanyak 4 Orang, dan yang 

dinyatakan lulus dengan predikat sangat baik adalah sebanyak 2 Orang, lulus 

dengan predikat baik I Orang, dan I Orang dinyatakan tidak lulus. 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 2 ( dua) orang yang dinyatakan 

lulus dengan sangat baik, Kepala Bagian Umum mengatakan bahwa (hasil 

wawancara, tanggal I 0 April 20 15) : 

"Diktat kepernirnpinan pol a baru ini, rnenuntut setiap peserta agar lebih 

serius dalarn rnernaharni rnateri yang disarnpaikan, rnuatan rnateri juga 

cukup banyak dan terbaru, serta pola pikir kita dieksplorasi lebih dalarn 

untuk rnenciptakan suatu proyek terobosan da!arn hi dang kerja kit a ... " 

• 
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyebutkan (hasil wawancara, 

tanggai!O April2015) 

"setiap peserta harus siap dalarn hal kernarnpuan berpikir karena dituntut 

harus rnarnpu rnenciptakan inovasi baru, yang nantinya harus diterapkan 

dalarn pekerjaan sehari-hari, pada intinya Diklat Kepernirnpinan Tingkat Ill 

ini rnernbentuk seorang Pegawai Negeri Sipil rnenjadi seorang pernirnpin 

yang ideal, yang diharapkan rnernbawa perubahan da!arn institusi yang 

dipirnpinnya ". 

Namun pada tahun 2014 sekretariat daerah 'mengirim 4 orang PNS, akan 

tetapi I orang yang dinyatakan tidak lulus dikarenakan kondisi fisik yang kurang 

baik sehingga berhalangan untuk hadir, dalam kurikulum pola baru jumlah 

kehadiran benar-benar tidak bisa ditolelir, untuk itu diperlukan kondisi jasmani 

dan rohani yang sehat dalam mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III. 
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Berdasarkan basil wawancara dengan sekret~ris daerah terkait pemulangan 

peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dikarenakan sakit, sekretaris daerah 

menyampaikan (basil wawancara, tanggal 06 April 20 15) 

" Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan pola baru sangat 

menguras pikiran dan tenaga dikarenakan waktu pelaksanaan yang kurang 

lebih 3 bulan, untuk itu kepada para peserta lainnya agar dapat menjaga 

kondisi baikfisik maupun mental sehingga dapat selesai hingga akhir" 

Kasubag Kelembagaan (basil wawancara, tanggal I 0 April 20 15) 

mengatakan : 

"selain kesiapan fisik dan mental, peserta juga dituntut memiliki 

kemampuan dalam penguasaan bahasa inggris, yang dibuktikan dengan 

adanya sertifikasi TOEFL, kami peserta dari Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mamberamo Tengah saat itu belum memiliki sertifkasi tersebut, dan 

memang memiliki pemahaman bahasa inggris yang minim. " 

Dari pemyataan beberapa PNS yang sudah mengikuti Diklat PIM III yang 

diwawancarai (basil wawancara, tanggal I 0 April 20 15), pada dasamya mereka 

menyatakan bersemangat dan merespon positif karena diberikan kesempatan 

untuk mengikuti diklat ini, selain itu mereka juga menyatakan dapat memahami 

setiap materi-materi yang disampaikan selama diklat berlangsung. 

Sekretaris daerah mengatakan (basil wawancara, tanggal 6 April 20 15) 

bahwa: 

"selaku pimpinan, sangat mendukung setiap staf untuk berkembang baik itu 

melalui pelatihan, kursus, kegiatan sosialis"asi atau lainnya, selama hal 
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tersebut membawa perubahan kearah yang lebih baik untuk Sekretariat 

Daerah." 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur mengatakan mengenai 

respon para peserta terkait kesempatan mengikuti,. Diklat Kepemimpinan Tk III 

(hasil wawancara tanggal 7 April 2015) 

"Setiap PNS berhak untuk mengukuti diktat penjenjangan karier, namun 

yang perlu diperhatikan adalah yang bersangkutan harus memenuhi syarat 

terlebih dahulu, syarat sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dinyatakan Zulus 

tes, kepangkatan, kesehatan dan sebagainya" 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai yang telah mengikuti 

diklat tersebut bahwa setiap PNS memang berhak untuk mengikuti diklat 

penjenjangan namun kesempatan tersebut tentunya diikuti oleh persyaratan sesuai 

ketentuan yang berlaku persyaratan disini merupakan salah satu aspek kesiapan 

dari peserta itu sendiri. 

1.2. Kesiapan Fasilitas 

Fasilitas dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah segala 

sesuatu yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut yang meliputi tenaga 

pengajar, tempat pelaksanaan, kelengkapan adn'linistrasi, sarana belajar dan 

pembiayaan. Namun berhubung Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah tidak 

menyelenggarakan secara Iangsung Diklat Kepemimpinan Tingkat III, maka 

fasilitas yang perlu disiapkan oleh pihak pemerintah setempat hanyalah 

pembiayaan yang perlu dianggarkan untuk membayar kontribusi kepada pihak 

penyelenggara dan biaya akomodasi bagi peserta diklat. 
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Sumber dana pembiayaan peserta Diklat PIM III berasal dari dua jenis 

sumber pembiayaan yaitu pembiayaan yang bersumber dari APBN dan 

pembiayaan yang bersumber dari APBD, untuk pelaksanaan yang bersumber dari 

pembiayaan APBN sangat sulit untuk diperoleh, hal ini dikarenakan setiap daerah 

memperebutkan jumlah kuota tersebut. Kabupaten Mamberamo Tengah selama 

tahun 2012 sampai 2014 memperoleh kuota pembiayaan APBN sebanyak satu 

kali yaitu pada tahun 2012 untuk dua orang peserta, sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabe14.5 
Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan Tk III 

Berdasarkan Somber Pem6iayaan 

I. 2012 2 Orang APBN 

2. 2013 3 Orang 
~~-----------------+----------

3. 2014 4 Orang 

APBD 

APBD 

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diktat Aparatur, hasil diolah. 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah kuota peserta yang 

diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, namun kesempatan untuk 

memperoleh keringanan pembiayaan melalui sumber dana APBN sangat sedikit 

sehingga pemerintah daerah perlu menganggarkan untuk keperluan diklat dan 

tentunya akan berdampak pada beban pembiayaan-pada anggaran daerah. Dalam 

hal pembiayaan, akan terjadi kenaikan anggaran yang cukup besar. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur mengatakan bahwa (hasil 

wawancara, 7 April2015) 
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" Setiap peserta membutuhkan pembiayaan yang besar, karena pada diktat 

pola baru, terjadi implementasi pembelajctran on-off campus, berbeda 

dengan diktat pola lama, pembiayaannya tidak sebesar biaya diktat pola 

baru ". 

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan salah satu 

kabupaten baru dimana salah satu permasalahan di kabupaten yang baru berdiri 

adalah permasalahan menyangkut kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan, 

termasuk diantaranya kebutuhan pemerintah tentang perkembangan aparatur. 

Pengembangan terhadap sumber daya aparatur memerlukan adanya program 

pendidikan dan pelatihan yang memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana 

dan pembiayaan. 

Ketersediaan biaya mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III di sekretariat daerah, pada tahun 2014 Ialu sekretariat 

daerah hanya mengikutkan 4 PNS, meskipun sebenamya ada 8 PNS yang telah 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat tersebut. Namun karena mahalnya 

biaya yang harus disiapkan dan terbatasnya anggaran dana yang ada di sekretariat 

daerah, maka tidak seluruh pegawai tidak dapat mengikuti diklat tersebut, dan 

pegawai yang belum mendapat kesempatan akan diikutkan pada tahun berikutnya 

dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh sekretaris daerah (hasil wawancara 

tanggal 6 April2015): 

"dengan adanya perubahan pola diktat kepemimpinan sejak tahun lalu, 

dimana membutuhkan biaya yang cukup besar bagi peserta, karena bolak

balik ketempat tugas untuk penelitian dan pengambilan data, maka tahun 
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lalu SKPD kami tidak menganggarkan dana yang cukup mengakomodir 

keselurahan pegawai yang akan mengikuti diklat, mengingat memang 

terbatasnya ketersediaan dana dalam APBD Kabupaten." 

Kesiapan fasilitas dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

menyangkut ketersediaan sarana dan prasaran pendukung seperti lokasi 

pelaksanaan, fasilitas gedung dan asrama yang sesuai standar kediklatan, untuk 

saat ini Pemerintah Kabupaten Mamberamo tengah belum siap untuk 

melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dikarenakan belum adanya 

fasilitas dimaksud. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 penyelenggaraan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten Mamberamo Tengah masih 

dilaksanakan dengan mengirim para peserta ke Pusat Pendidikan dan Latihan 

Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar di Makassar. Dengan adanya 

keijasama tersebut tentunya akan berdampak kepada pembiayaan dan pendanaan 

baik itu biaya transportasi, biaya kontribusi dan biaya pembelajaran diluar 

kampus, sesuai dengan pola pembelajaran dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III yang mengacu kepada pembelajaran on campus dan off campus. Untuk 

pembiayaan pada pembelajaran on campus peserta dibebankan biaya kontribusi 

selama pelaksanaan sedangkan untuk pembiayaan pada pembelajaran off campus 

peserta harus kembali ke daerah untuk melakukan observasi dan melakukan 

proyek perubahan pada instansi masing-masing hal ini tentunya berdampak pada 

pembiayaan transportasi, setelah selesai melaksanakan tugas di daerah peserta 

diharuskan kembali ke kampus untuk memapark~ hasil dari pembelajaran di 

daerah dan diharuskan menyertakan mentor, yang bertindak sebagai mentor disni 
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adalah atasan langsung pada instasi asal dari peserta dengan demikian tentunya 

perlu adanya pembiayaan untuk memfasilitasi mentor. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur (hasil wawancara, tanggal 

7 April 20 15) mengatakan bahwa : 

"anggaran biaya diklat pada tiap peserta dibebankan kepada anggaran 

dana yang ada pada SKP D masing-masing, jadi jumlah peserta yang akan 

mengikuti diklat tergantung kemampuan SKPD-nya dalam menyiapkan 

biaya yang dibutuhkan, BKD tidak menganggarkan biaya diklat untuk 

setiap peserta, mengingat jumlah dana yang dibutuhkan san gat besar. " 

Pembiayaan yang harus dikeluarkan selama pelaksanaan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III pada sekretariat daerah memerlukan pendanaan yang 

besar terhadap pesertanya hal ini tentunya berdampak kepada kemampuan daerah 

untuk mengirim peserta, akibat dari beban pembiayaan yang tinggi maka 

Sekretariat daerah pada tahun 2012 hanya mengirilll dua orang peserta kemudian 

tahun 2013 hanya mengirim tiga peserta dan pada tahun 2014 mengirim empat 

orang peserta. 

1.3. Kesiapan Atasan Langsung/Mentor 

Salah satu perbedaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola lama dan pola 

baru adalah terletak pada keterlibatan aktif pimpinan selama bawahannya 

mengikuti diklat tersebut. Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola lama, pimpinan 

hanya memberikan rekomendasi kepada bawahannya yang telah memenuhi 

persyaratan mengikuti diklat dimaksud, hal ini sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Kasubag Bantuan Hukum yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III pola lama pada tahun 20 13 (hasil wawancara, I 0 April 20 15) bahwa : 
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"pada saat kami mengikuti diktat, pimpina~' hanya memberi rekomendasi 

saja, tidak ada program mentoring seperti yang diterapkan pada diktat pota 

baru, perubahan pota pembetajaran ini saya rasa sangat baik sekati bagi 
{· 

pimpinan dan bawahan. " 

Program Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola baru yang dilaksanakan 

sejak tahun 2014 ini, menempatkan atasan langsung peserta diklat sebagai 

mentor. Sekretaris daerah memberikan informasi bahwa (hasil wawancara, 

tanggal 6 April 20 15) : 

"Pada petaksanaan diktat tahun 2014 tatu, Saya sebagai pimpinan diminta 

merifadi mentor bagi Pegawai di bagian Setda yang mengikuti Diktat 

Kepemimpinan Tingkat III, peran mentor adatah memberikan bimbingan 

dan motivasi bagi bawahan. " 

Sesuai wawancara di atas bahwa sekretaris daerah melakukan 

pendampingan sebagai mentor kepada para peserta yang mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III pada Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri di 

Makassar pada tahun 2014, 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial menyebutkan (hasil wawancara tanggal 

10 April2015): 

"Atasan tangsung memang dilibatkan datam proses diktat ini, atasan 

berperan sebagai motivator, mitra, dan pembimbing kami datam membuat 

proyek perubahan di organisasi tempat kami bertugas, dan Sekda dirasa 

sang at mendukung datam kegiatan ini" 

Kepala Bagian Umum (hasil wawancara, tanggal 10 April 2015) 

mengatakan : 

L 
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"Selama pelaksanaan diklat, pimpinan sangat memberi dukungan serta ikut 

berperan aktif dalam menjadi mentor kami. " 

Atasan langsung atau mentor mulai dilibatkan secara aktif sejak 

diberlakukan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola baru yang berlaku sejak 

tahun 2014, pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola lama, atasan langsung 

hanya berperan memberikan rekomendasi bagi bawahannya yang akan mengikuti 

diklat dimaksud. Keterlibatan atasan langsung/mentor pada pelaksanaan diklat 

yang sekarang ini meliputi keterlibatan dalam hal pembimbingan dalam setiap 

tahapan pembelajaran/ kurikulum Diklat Kepemimpinan Tingkat III. 

Pendampingan dimaksudkan Peran pemimpin disini sangat penting dalam 

memberikan pendampingan kepada bawahan, sebagimana yang dikemukakan oleh 

Kaswan (2013: 167) mengemukakan ada tigajenifpemimpin yang esensial yaitu 

I. Pemimpin eksekutif adalah yang tertinggi, manajer yang menciptakan 
VISI yang merangkul pnns1p-pnns1p pembelajaran organisasi, 
menciptakan budaya baru dan menyediakan dukungan baru. 

2. Pemimpin lini lokal, atau manajer perubahan yang memberikan dorongan 
untuk berubah dengan bereksperimen dengan kapabilitas belajar yang 
mungkin mendatangkan hasil yang dikehendaki. 

3. Pekerjajejaring internal atau pembangun komunitas atau agen perubahan 
adalah pembawa benih yang membantu pemimpin lini local dalam 
bereksperimen dan menyebarkan gagasan baru. 

Berdasakan teori kepemimpinan di atas, dalam konteks pelaksanaan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III, peran pemimpin sebagai mentor adalah termasuk 

kategori pemimpin lini lokal atau manajer perubahan yang memberikan dorongan 

untuk berubah kepada bawahannya yang mengikuti diklat, dimana bawahan itu 

nantinya setelah mengikuti diklat dapat menjad( pemimpin jenis ketiga yaitu 
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pekelja jejaring internal atau pembangun komunitas atau agen perubahan yang 
c,._: 

menyebarkan ide-ide baru bagi organisasinya. 

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa sekretaris daerah ikut terlibat langsung menjadi mentor bagi bawahannya 

selama pelaksanaaan diklat tersebut, hal ini membuktikan bahwa sekretaris daerah 

bertanggung jawab atas apa yang hams dilakukan pimpinan dalam rangka 

mengarahkan bawahannya, sesuai dengan tujuan dari adanya mentoring dalam 

diklat ini yaitu atasan/pemimpin peserta diklat kepemimpinan diberbagai jenjang 

diharapkan mampu berperan memberikan bimbingan, memotivasi, menjadi mitra, 

menularkan pengalaman-pengalaman terbaiknya, dengan tetap menjalin hubungan 

interpersonal yang efektif. Karena proyek perubahan yang akan dibuat oleh 

peserta diklat selaku bawahan semata-mata untuk pencapaian tujuan organisasinya 

yang menjadi tangungjawab bersama. 

Adapun peran atasan langsung/pemimpin dalam proses pembelajaran 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah ikut memhimbing pada tahap ke II yaitu 

tahap membangun kesadaran bersama (peserta dengan atasan, kolega , bawahan 

dan stakeholder terkait) akan pentingnya melakukan reformasi pada area 

strategi/program!kegiatan yang bermasalah sesuai level jabatan, peserta akan 

melakukan diagnosa organisasi di kantomya untuk menentukan perubahan apa 

yang akan dilakukan. Pada tahapan ini, sekretaaris daerah berperan untuk 

mengarahkan peserta dalam menentukan kebutuhan perubahan tersebut, peran dari 

sekretaris daerah ini penting untuk memudahkan peserta dalam merumuskan dan 

menentukan perubahan yang akan dilaksanakan. 

,, 
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Selanjutnya pada tahap ke IV (Tahap Laboratoriurn Kepemimpinan) 
fo 

peserta melakukan implementasi Proyek Perubahan yang telah dirancang di 

tempat kerja peserta dibawah bimbingan sekretaris daerah. Pada saat tahap 

laboratorium kepemimpinan peserta diharapkan juga mampu membentuk tim .. 
perubahan dibawah bimbingan sekretaris daerah, sehingga implementasi 

manajemen perubahan meliputi perubahan individu, kelompok maupun bersifat 

sistemik. Sebagai Pemimpin instansi dari peserta juga diharapkan memberi 

otorisasi kepada peserta untuk menjual gagasan perubahan kepada stakeholder 

yang ada di instansinya. Sekretaris daerah sendiri berperan untuk membimbing, 

mengarahkan, dan mendukung pelaksanaan proyek
1
perubahan peserta Diktat PIM 

III. 

Sekretaris daerah bertindak sebagai mentor bagi peserta yaitu pada tahun 

20 14 dengan melakukan pembimbingan langsung pada Pusdiklat Kementerian 

Dalam Negeri di Makassar, sedangkan tahun 2012 dan 2013 peran pimpinan di 

Mamberamo Tengah tidak secara langsung melakukan pendampingan kepada 

peserta hal ini dikarenakan pola pelaksanaan Diktat Kepemimpinan Tingkat III 

pada waktu itu masih menggunakan pola dan kurikulurn lama yang tidak 

memerlukan peran pimpinan dalam melakukan pendampingan terhadap bawahan. 

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Mamberamo Tengah 

2.1. Faktor pendukung 

a. Tuntutan Regulasi yang berkaitan dengan Jabatan Pegawai Negeri 
Sipil 

Kebijakan pemerintah dalam pengangkatan PNS dalam suatu jabatan 

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
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prestasi keija, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat 

obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau 

go Iongan. 

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai 

PNS. CaJon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dapat diangkat dalam jabatan 

struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara 

hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi 

PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. 

Tabel4.6 
Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural 

Sesuai PP No. 13 Tahun 2002 

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk 

membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan peruntiangan yang berlaku. 

Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain : 

berstatus PNS, serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah 

jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan 

yang ditentukan, semua unsur penilaian prestasi kerja bemilai baik dalam dua 

tahun terakhir, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, sehat jasmani dan 

rohani. 
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Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu 

memperhatikan faktor : senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan 

pelatihan ( diklat) jabatan, pengalaman. 

PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan 

lulus diklat kepemimpinan sesuai dengan kompentensi yang dite-tapkan untuk 

jabatan tersebut. Artinya, PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural meskipun 

yang bersangkutan belum mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan. Namun 

demikian untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan me-nambah 

wawasan, maka kepada PNS yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengikuti 

dan lulus diklat kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatannya. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa Diklat Kepemimpinan Tingkat III perlu 

dilakukan, karena hal tersebut berperan dalam suatu jabatan bagi pegawai negeri 

sipil. 

Sekretaris daerah mengatakan (hasil wawancffi.a, tanggal6 April2015): 

"Diklat Kepemimpinan Tingkat 1!1 adalah salah satu hal yang me,Yadi 

pertimbangan dalam penentuan pengangkatan jabatan struktural di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. " 

Staf Bagian Tata Pemerintahan yang sebelumnya pernah menduduki jabatan 

struktural (hasil wawancara, tanggal 15 April 20 15) menyebutkan : 

"Penentuan pengangkatan jabatan, dipengaruhi banyak faktor dan 

pertimbangan, tidak hanya pertimbangan diklat kepemimpinan saja." 

Beberapa wawancara diatas, diketahui bahwa diklat kepemimpinan juga 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jabatan, namun tidak terlalu 

signifikan dikarenakan ada banyak faktor lain yang menentukan. 

16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



79 

-, 
Sistem manajemen tentang aparatur khususnya pegawai negeri sipil 

diarahkan guna menjamin pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan 

yang berdayaguna dan berhasil guna, manajemen PNS merupakan keseluruhan 

upaya untuk meningktakan efisiensi, efektifitas dan derajad profesionalisme, 

penyelenggaraan tugas. 

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural merupakan suatu kebijaksanaan 

dalam manajemen aparatur, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-

undang Nomor 43 Tahun I 999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (P~sal 17 ayat 2) disebutkan : 

Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat 

untuk jabatan itu serta syarat obyektif Iainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 

suku, agama, rasa atau go Iongan. 

Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menempatkan posisi 

jenjang karier PNS yang memiliki kompetensi, prestasi kerja dan profesionalisme 

hal ini dapat dihasilkan melalui proses pengembangan aparatur melalui Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III, sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris 

daerah bahwa Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan suatu pertimbangan 

penempatan PNS dalam menduduki jabatan struktural, dengan mengikuti diklat 

struktural tentunya kulaifikasi seseorang akan semakin menigkat baik dari segi 

kompetensi, kinerja dan profesionalisme. 

Sejak diberlakukannya keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor I 00 

Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, bahawa 

,, 
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pengangkatan PNS dalam jabatan struktural s~lab satunya harus memiliki 

kulaifikasi dan tingkat pendidikan karena hal ini sangat mendukung pelaksanaan 

tugas dalam jabatannya secara professional terutama dalam penerapan program 

keija sesuai dengan harapan pencapaian dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III yaitu pemimpin perubaban. 

b. Jumlah PNS di Sekretariat Daerah yang memenuhi Persyaratan 
Mengikuti Diklat 

Faktor kedua yang menjadi pendukung perlunya melaksanakan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III di sekretariat daerab adalab banyaknya jumlab 

pegawai negeri sipil di instansi tersebut yang telab memenuhi persyaratan untuk 

mengikuti diklat dimaksud. 

Berdasarkan data yang ada, jumlab pegawai yang telab memenuhi 

persyaratan adalab sebagai berikut : 

Tabel4.7 
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kab. Mamberamo Tengah 

Yang Memenuhi Persyaratan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

~o. •.. , . ,~•. ~'\ +. ' •1' 'BaJ!:ian .·h; I icr . Jumlal{(oraniO 
I. Tata Pemerintaban 2 
2. Keseiabteraan Rakyat 2 
3. Organisasi dan PAN I 
4. Hukum dan Perundang-undangan I 
5. Tata Usaba Keuangan I 
6. Administrasi Pembangunan I 
7. Humas dan Protokol 2 
8. Urn urn I 

Jumlah 11 
Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur Kabupaten Mamberamo 

Tengah, 2015 

' 

Tabel tersebut menunjukkan babwa ada sebelas orang pegawai di sekretariat 

daerab yang sudab memenuhi persyaratan namun belum mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III, jumlab ini cukup banyak dan dirasa perlu untuk 
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segera dilaksanakan karena berpengaruh dalam pengembangan karier dan fungsi 

kepemimpinan pegawai tersebut, mengingat sebagian pegawai yang belum 

mengikuti diklat ini telab menduduki jabatan eselon IV dan III. 

Sekretaris daerab menyampaikan (hasil wawancara tanggal 6 April 20 15) 

" PNS yang sudah rnemenuhi syarat namu~ belum bisa rnengikuti diklat 

P IM III dikarenakan faktor pernbiayaan dan juga karena jurnlah kuota yang 

disediakan oleh Pusdiklat hanya sedikit" 

Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris daerah babwa PNS yang belum 

mendapat kesempatan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III dikarenakan 

sumber pembiayaan untuk mengirim peserta untuk mengikuti Diklat 

KepemimpinanTingkat III sangat terbatas, disamping itu jumlab kuota yang 

disediakan oleh Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri sangat terbatas. 

PNS pada sekretariat daerab yang sudab memenuhi persyaratan namun 

belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III sesuai hasil penelitian beijumlab II orang, jumlah ini cukup banyak artinya 

babwa sekretariat daerah memiliki jumlab sumber daya aparatur pada level 

menengab yang tersedia sangat menunjang bagi pelaksanaan pemerintaban, yang 

menjadi penyebab sehingga belum dapat dikirim untuk mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III adalab karena keterbatasan pembiayaan. Untuk saat ini 

pemerintab daerab sedang memprioritaskan anggaran daerab kepada 

pembangunan infrastruktur penunjang seperti kantor pemerintaban, gedung 

sekolab, dan pembangunan lain di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, 

sedangkan untuk pengembangan aparatur Pemerintah Kabupaten Mamberamo 

tengab menempatkan pada posisi prioritas duan karena Mamberamo tengab 
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merupakan daerah yang masih berkembang dan masih minim dengan fasilitas 

utama. Namun demikian pemerintah daerah akan tetap berusaha agar pendidikan 

untuk pengembangan kompetensi aparatur tetap akan dilaksanakan. 

Kendala lain yang menyebabkan jumlah peserta yangbsudah memenuhi 

syarat namun belum bisa untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

adalah keterbatasn kuota bagi peserta yang disediakan oleh Pusdiklat, Sekretaris 

daerah telah melakukan pendekatan dan loby kepada Pusdiklat Kementerian 

Dalam Negeri di Makasar agar kuota bagi peserta di Mamberamo Tengah agar 

ditambah bila perlu dapat mengadakan satu kelas khusus tersendiri bagi 

Kabupaten Mamberamo Tengah mengingat cukup banyaknya PNS pada 

sekretariat daerah yang mengantri untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III, hal ini direspon baik oleh pihak Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri di 

Makasar tentang usulan pembukaan kelas tersendiri bagi peserta dari Kabupaten 

Mamberamo Tengah dan akan di tindak lanjuti dengan memperhatikan prosedur 

yang berlaku di Pusdiklat. 

2.2 Faktor Penghambat 

a. Kurang Berfungsinya Baperjakat 

Bapeljakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kabupaten 

' 
Mamberamo Tengah yang diketuai oleh sekretaris daerah ini, berperan 

menyeleksi dan menetapkan kedudukan pegawai negeri sipil dalam jabatan 

tertentu. 

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dalam penentuan 

jabatan adalah pertimbangan telah mengikuti diklat kepemimpinan atau belum, 

namun pada prakteknya pertimbangan tersebut tidak terlalu berperan penting 
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dalam penetuan jabatan di Kabupaten Mamberamo Tengab. Hal ini diketabui dari 

wawancara dengan 2 orang staf yang sebelumnya pernab menduduki jabatan 

struktural yaitu staf bagian tata pemerintaban (hasH wawancara tanggal 15 April 

20 15) yang mengatakan : 

"Penentuan jabatan /ebih besar dipengaruhi oleh pertirnbangan politis 

daripada rnengacu kepada aturan kepegawaian , terutarna untuk jabatan 

eselon III" 

Staf bagian tata usaba keuangan mengatakan (hasil wawancara tanggal 15 

April 20 15) : 

"Pertirnbangan aturan kepegawaian juga berperan da/arn penentuan 

jabatan, tetapi untuk jabatan tertentu ada faktor lain yang lebih 

berpengaruh. " 

Berdasarkan hasil wawancara di atas babwa penempatan dan pengangkatan 

PNS dalam jabatan struktural masih dipengaruhi <zleh kepentingan yang bersifat 

politis, disamping itu pola pengangkatan PNS juga sangat sarat dengan 

pertimbangan kekerabatan. Hal lain yang meJ1iadi kendala bagi Bapeijakat dalam 

menerapkan ketentuan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yaitu 

dampak dari pemilihan kepala daerab dan wakil kepala daerab secara langsung. 
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Tabel4.8 
Susunan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 

Kabupaten Mamberamo Tengah 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Sekretaris Daerah 

Kepala Badan Kepegawaian dan 
Diklat Aparatur 

Asisten Bidan Pememrintahan 
dan Kesra 

Inspektur 

Kepala Bagian Organisasi dan 
PAN 

Sumber : Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Mamberamo 
Tengah (data diolah), 2015 

84 

Sesuai susunan tim bapeljakat tersebut bahwa susunan keanggotan tim 

bapeljakat dijabat oleh pejabat struktural Kabupaten Mamberamo Tengah yang 

memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam mengatur dan menganalisa 

kebutuhan jabatan dan pejabat struktural yang akan diangkat dan dimutasikan, 

sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Badan Kepegawaian 

dan Diklat Aparatur sebagai sekretaris, Asisten bidang pemerintahan dan kesra 

sebagai anggota, inspektur sebagai anggota dan kepala bagian organisasi dan PAN 

sebagai anggota. 

Kondisi idealnya Baperjakat harus profesional dan proporsional dalam 

menata jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamberamo 

Tengah meskipun mendapat tekanan, titipan dan juga arahan khusus dari Bupati 

dan Wakil Bupati serta elite-elite penentu lainnya. Oleh sebab itu juga diperlukan 

r 
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kontrol yang ketat baik secara internal pemerintah daerah melalui Inspektorat 

maupunjuga lembaga legislatif(DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah). 

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah 

~·· 

Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan melalui Bapetjakat (Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang memberikan rekomendasi kepada 

pimpinan yang berwenang tentang pertimbangan kelayakan PNS dalam 

menduduki suatu jabatan. Dalam mempertimbangkan PNS pada suatu jabatan 

tertentu dilakukan menggunakan dua metode, yakni metode konstitusional, yakni 

mengacu pada peraturan perundangan tentang pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian pegawai negeri sipil. Penataan ini di satu sisi terlihat menggunakan 

sistem merit dalam proses penataan, akan tetapi secara Iaten spoil system yang 

lebih mengemuka meskipun bersifat implisit. Spoil system yang berlangsung 

mengarah pada kedekatan politis, misalkan tim sukses, patronase (kekerabatan) 

dan juga nepotisme (asas primordialisme). 

Disisi lain, peranan Bapetjakat tidak berperan sebagaimana mestinya, yakni 

penentuan jabatan-jabatan struktural masih diintervensi oleh Bupati dan Wakil 

Bupati dan elite-elite penentu di sekelilingnya. 

Penyebab lain dari kurang berperannya Baperjakat yaitu pelaksanaan Pemilu 

Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, dalam proses pilkada langsung para 

kandidat membentuk tim sukses yang komposisinya bisa dari kalangan 

masyarakat, aparatur pemerintah dan pihak lain yang memiliki kepentingan 

setelahnya, tim sukses ini akan mempetjuangkan kandidatnya dengan segala cara 

untuk memenangkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Setelah terpilih 

bupati dan wakil bupati dalam menata struktural birokrasi untuk menempatkan 
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PNS dalam jabatan tertentu tidak memperhatikan rekomendasi dari Baperjakat, 

bupati dan wakil bupati lebih mengakomodir usulan dari tim sukses yang 

memiliki hubungan timbal balik dan balas budi. Kondisi demikian sekarang ini 

terjadi pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah bahwa kinerja 

Baperjakat tidak berjalan dalam hal pemberian pertimbangan kepada kepala 

daerah untuk pengangkatan PNS dalamjabatan struktural 

b. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah 

Melihat pola penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di 

Kabupaten Mamberamo Tengah yang mengirim PNSnya ke Pusdiklat 

Kemendagri Regional Makassar, dinilai kurang efisien. Pemerintah Daerah 

apabila melaksanakan sendiri Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten 

Mamberamo Tengah tentunya akan lebih banyak biaya yang dapat dikurangi, 

apalagi dengan diklat pola baru ini, setiap peserta membutuhkan biaya yang cukup 

besar untuk mendanai pola belajar dengan sistem on-off campus. 

Namun dalam hal ini, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum mampu 

untuk menyelenggarakan secara mandiri. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur (basil wawancara, tanggal 

7 April2015) mengatakan: 

"Pemerintah Daerah be/urn siap dalam melaksanakan diktat di daerah, 

dikarenakanfaktor tempat, tenaga pengajar dan pertimbangan lainnya." 

Sekretaris daerah mengatakan (basil wawancara tanggal 6 April 20 15) : 

"Pemerintah daerah be/urn bisa menyelenggarakan Diktat di daerah, 

pemerintah kedepan akan berupaya untuk membangun sarana dan 

prasarana kediklatan di daerah" 
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Ketidaksiapan pemerintah daerah ini tentunya menjadi faktor penghambat 

suksesnya pelaksanan program Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Sekretariat 

Daerah dan umumnya di Kabupaten Mamberamo Tengah, padahal banyak 

pegawai yang telah layak untuk mengikuti diklat dimaksud. Sebagaimana 

disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian' dan Diklat Aparatur (hasil 

wawancara tanggal 7 April 20 IS) : 

"Pemerintah daerah be/urn bisa melaksanakan diklat sendiri, untuk 

sementara masih bekerjasama dengan Pusdiklat Kementerian Dalam 

Negeri di Makassar" 

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Mamberamo 

Tengah belum bisa untuk melaksanakan Diklat di daerah karena keterbatasan 

sarana dan prasarana, sebagai solusi pemerintah daerah melakukan keljasama 

dengan Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. 

Jika pelaksanaan diklat dapat dilakukan di dalam daerah tentunya akan 

teljadi efisiensi pembiayaan yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan diklat serta 

kemudahan peserta diklat dalam mendapatkan kebutuhan data serta berkoordinasi 

dengan pimpinannya. 

Menyangkut pembiayaan dalam pelaksanaan Diklat PIM III, Kepala Badan 

Kepegawaian dan Diklat Aparatur mengatakan (hasil wawancara tanggal 7 April 

2015); 

"pembiayaan dalam pelaksanaan Diktat ada dua jenis yaitu bersumber dari 

APEN dan APED, untuk APED kami mengusulkan setiap tahun untuk 

menganggarkan biaya diktat" 

) 
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Faktor penghambat kedua yang tidak mendukung pelaksanaan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III di Sekretariat Daerah ataupun di Kabupaten 

Mamberamo Tengah secara keseluruhan adalah dilihat dari kesiapan pemerintah 

setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan selama penelitian 

dapat diketahui bahwa pemerintah setempat belum mampu atau tidak siap untuk 
·> 

melaksanakan diklat dimaksud secara mandiri, hal ini dikarenakan ketidaksiapan 

dalam beberapa faktor antara lain belum tersedianya lokasi atau tempat diklat, 

tenaga pengajar, dan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan perijinan 

penyelenggaraan diklat dimaksud. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 

1 

bekerjasama dengan Lembaga Pusdikalt Kemendagri Regional Makassar, dimana 

peserta diklat dari Kabupaten Mamberamo Tengah dikirim ke lembaga tersebut 

untuk mengikuti diklat baik itu Diklat Kepemimpinan Tingkat III. 

Namun dengan telah diterapkan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola baru 

dengan sistem on-off campus, dimana pembelajaran diklat dilakukan di dalam dan 

di tempat bekerja, tentunya membutuhkan kesiapan biaya yang cukup besar bagi 

peserta diklat dari Kabuapaten Mamberamo Tengah, dikarenakan harus beberapa 

kali kembali ketempat bertugas untuk pengambilan data dan penelitian dalam 

rangka program diklat tersebut. 

Kedepannya pemerintah daerah perlu memperhitungkan secara matang 

tingkat efisiensi pelaksanaan diklat yang telah dilakukan, sehingga dapat diketahui 

pilihan yang lebih efisien yaitu mengirim peserta ke Lembaga Pusdiklat 

Kemendagri Regional Makassar atau menyelenggarakan sendiri di wilayah 

Kabupaten Mamberamo Tengah. 
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Jika dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang telah memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, terutama di 

lingkungan sekretariat daerah yaitu sebanyak 11 orang, dan jika ditambah dari 

beberapa SKPD lain. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan diklat tersebut sangat 

penting, dan tentunya akan lebih efisien jika dilaksanakan diwilayah setempat, hal 

ini tentunya akan memenuhi kebutuhan diklat bagi selumh PNSdi Kabupaten 

Mamberamo Tengah, mengingat jika dilaksanakan diluar kabupaten tidak akan 

memenuhi kebutuhan PNS dimaksud. 

3. Manfaat Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 

Evaluasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dimaksudkan untuk melihat 

manfaat yang didapatkan oleh PNS dan sekretariat daerah. Bentuk manfaat yang 

didapatkan oleh PNS yang bersangkutan adalah dapat berupa bertambahnya 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kepemimpinan, adapun 

manfaat bagi sekretariat daerah dapat berupa berjalan optimalnya fungsi 

pemerintahan yang menjadi tugas sekretariat daerah, hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kaswan (2013: 215) bahwa evaluasi program pelatihan adalah 

memerikas hasil suatu program membantu dalam mengevaluasi keefektifannya. 

Efektivitas pelatihan mengacu kepada manfaat yang diperoleh 

perusahaan/organisasi dan peserta pelatihan dari pelatihan. 

Evaluasi pelatihan dalam penelitian ini menggunakan indikator teori 

Kirkpatrick yang dikenal dengan The four Lev~ls Technique for Evaluating 

Training Programs yaitu Reaksi, Pembelajaran, Perilaku dan Hasil. 
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3.1. Reaksi!Reaction 

Evaluasi pada tahap pertama adalah mengukur reaksi peserta yaitu kepuasan 

mereka selama mengikuti pelatihan, sehingga diketahui bagaimana tanggapan 

PNS pada sekretariat daerah yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol 

(hasil wawancara, I 0 April 20 15) mengatakan : 

"Kami cukup antusias dan semangat diikutkan dalam kegiatan diklat ini, 

karena hal ini sangat bermarifaat bagi pengembangan karier kedepannya. " 

Kepala Bagian Umum menyatakan bahwa (hasil wawancara, tanggal 10 

April2015) : 

"Kegiatan ini merupakan hal positif bagi pegawai, terutama dalam hal 

penjenjangan karier dan jabatan, namun hendaknya pada prakteknya 

dilapangan hasil dari kegiatan dik/at ini berpengaruh bagi karier kami 

kedepannya. " 

Kasubag Produk Hukum dan Perundang-undangan (hasil wawancara 

tanggal 14 April 20 15) menyatakan : 

"Suasana di diklat sangat menyenangkan, fasilitas yang disediakan sangat 

baik sekali sehingga kami cukup termotivasi untuk mengikutinya. " 

Kepala Bagian Kesejahteraan So sial (hasil ~awancara tanggal I 0 April 

2015) mengatakan: 

"Selama diktat kami sangat puas, fasi/itas yang disediakan sangat baik, 

para tenaga pengajar juga cukup menarik dalam menyampaikan materi 

serta konsumsi yang ada menunya sesuai selera. " 
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StafBagian Tata Usaha Keuangan (hasil wawancara, tanggal!S April2015) 

mengatakan : 

"Para tenaga pengajar memilik cara mengajar yang cukup menarik 

sehingga tidak membosankan. " 

Sesuai hasil wawancara dengan beberapa PNS yang sudah mengikuti Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III sangat merespon dengan baik menyangkut 

keikutsertaannya dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III baik itu dari proses 

pembelajaran sampai dengan proses integrasi terhadap sesama peserta sehingga 

terwujud kebersamaan tanpa memandang berbagai perbedaan, setelah mengikuti 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III para peserta mengharapkan kedepannya setelah 

mendapatkan pembelajaran tentang kemimpinan maka pemerintah daerah dapat 

mempertimbangkan untuk peningkatan karier . 
r 

Evaluasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada tahap pertama ini adalah 

melihat reaksi dari peserta diklat. Program pelatihan tentunya melibatkan peserta 

atau orang yang berkepentingan atas kegiatan pelatihan tersebut. Salah satu 

indikator mengevaluasi program pelatihan adalah melihat reaksi atau tanggapan 

dari para peserta tersebut. Kaswan (2013) mendefinisikan reaksi sebagai seberapa 

baik peserta pelatihan menyukai program pelatihan tertentu. 

Jika diuraikan maksud rekasi adalah mengetahui perasaan peserta pelatihan, 

yaitu mengetahui motivasi, minat dan perhatian serta seberapa besar kepuasan 

yang didapat oleh peserta setelah mengikuti pelatihan. 

Kepuasan peserta dapat tercapai apabila aspek materi tersedia sesuai 

kebutuhan peserta selama pelatihan, yaitu meliputi fasilitas yang tersedia, cara 
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penyaji menyampaikan materi, jadwal kegiatan dan menu konsumsi yang 

disediakan. 

Beberapa wawancara menunjukkan bahwa PNS yang telah mengikuti diklat 

ini memberikan reaksi positif, karena diikutkan dalam kegiatan ini. Dikethaui 

bahwa merka sangat menaruh perhatian dan minat serta termotivasi terhadap 

penyelenggaraandiklat dimaksud, hal ini dikarenakan adanya pemahaman mereka 

bahwa berdasarkan regulasi, diklat ini menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karier selanjutnya serta dan menunjang pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi dalam jabatan. 

Mereka cukup puas atas penyelenggaraan diklat, karena dari pemyataan 

mereka tidak ada keluhan berkaitan dengan fasilitas, cara penyampaian materi 

serta ketersediaan konsumsi yang cukup bagi peserta. 

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa PNS sekretariat 

daerah yang telah mengikuti diklat menunjukkan reaksi positif atas diklat yang 

telah mereka ikuti. Atas reaksi positif tersebut tentunya akan berpengaruh 

terhadap hasil yang baik pada akhir pembelajaran. 

3.2. Pembelajaran/Learning 

Evaluasi tahap kedua ini yaitu adalah melihat apakah setelah proses 

pembelajaran terjadinya peningkatan pengetahuan para PNS sekretariat daerah 

yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill; untuk mengetahui teljadinya 

peningkatan pengetahuan atau tidak dilihat dari penilaian tertulis terhadap 

kualifikasi kelulusan yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang dalam Sura! 

Tanda Tarnal Pendidikan dan Pelatihan. 
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Pemberian kualifikasi kelulusan ini adalah akumulasi dari penilaian 
• 

keseluruhan mata diklat yang diajarkan. Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

pola lama agenda pembelajarannya meliputi : 

1. Kajian Sikap dan Perilaku 

2. Kajian Manajemen Publik 

3. Kajian Pembangunan 

4. Aktualisasi 

Terdapat perubahan pembelajaran pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

pola baru, tahapan pembelajarannya dapat dilihat dari bagan berikut : 
l 

9 Hari 

Tahap I: 
Diagnosa 

1-' kebutuhan 
perubahan h 

organisasi 

Bagan 4.3 
Tahapan Pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Berdasarkan Waktu Pelaksanaan 

SHari 15 Hari 60 Hari 2 Hari 

Tahap II: Tahap III: Tahap IV: Tahap V: 
Breaktrough I 

1-' 
Merancang 

1-' 
Breaktrough II H Evaluasi 

~ Taking perubahan dan Leadership 
Ownership h membangun h Laboratory 11 

tim 

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Diklat PIM III LAN-Rl 2014 

Pemimpin 
Perubaban 

Tahapan pembelajaran pertama berkaitan dengan materi integritas dan 

wawasan kebangsaan, pembekalan isu strategis, organisasi berkineija tinggi, 

diagnosic reading, penjelasan tentang proyek perubahan. Pada tahap kedua yaitu 

Taking Ownership peserta melakukan proses membangun kesadaran bersama 

antara peserta dengan atasan serta bawahan dan pihak terkait lainnya menyangkut 

pentingnya melakukan reformasi pada area strategi yang bermasalah sesuai 

dengan level jabatan, tahapan ini dilakukan denFan metode off campus yaitu 

peserta melakukan kegiatan di luar kampus/ kembali ke daerah dan instansi 

tempat bertugas. Tahap ketiga peserta kembali ke kampus dan melanjutkan 

16/41755.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



94 

tempat bertugas. Tahap ketiga peserta kembali ke kampus dan melanjutkan 

pembelajaran menyangkut materi rancangan perubahan yang komprehensif 

menuju kondisi ideal pelaksanaan strategi/programlkegiatan organisasi pada 

proses pembelajaran ini atasan langsung sebagai mentor ikut menguji kelayakan 

rancangan proyek perubahan tersebut. Tahap keempat peserta kembali ke daerah 

(off campus) untuk mengimplementasikan proyek perubahan yang telah 

dirancang, peserta memimpin kegiatan dengan melibatkan pihak terkait disaksikan 

oleh atasan langsung sebagai mentor yang meberikan bimbingan langsung 

pelaksanaan proyek perubahan. Tahap kelima yaitu tahap evaluasi untuk menilai 

kompetensi hasil dari pembelajaran selama mengikuti Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III menyangkut aspek sikap dan perilaku serta kualitas perubahan yang 

dihasilkan. 

Hasil wawancara tentang pertanyaan mengenai apakah peserta menerima 

dengan baik pembelajaran di Diklat Kepemimpinan Tingkat III, pada dasamya 

para PNS yang teah mengikuti diklat tersebut memiliki pendapat yang sama, 

berikut ini rincian jawaban dari para informan : 

menurut Kasubag Produk Hukum dan Perundang-undangan (hasil 

wawancara, tanggal 14 April 20 15) yaitu : 

"Proses pernbelajaran dan rnateri yang diberikan rnenarik dan dapat karni 

paharni dengan baik .... " 

Kepala Bagian Umum (hasil wawancara tanggallO April2015) mengatakan 

bahwa: 
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"materi pembelajaran yang diberikan ,meliputi pengetahuan dan 

keterampilan kepemimpinan serta sikap kepemimpinan, dan dapat diterima 

dengan jelas" 

Pertanyaan lain menyangkut tentang adakah Sistem penilaian yang bertujaun 

untuk mengetahui pembelajaran yang diterima menunjukkan peningkatan 

pengetahuan peserta, berikut ini beberapa pendapat dari para PNS terse but : 

Kepala Bagian Humas dan Protokol (hasil wawancara tanggal 10 April 

2015) mengatakan bahwa: 

"tentu ada penilaian yang diberikan oleh para pengajar untuk mengukur 

sejauh mana peningkatan pembelajaran yang diterima. " 

Kepala Bagian Kesejahteraan So sial (hasil wawancara tanggal I 0 April 

2015) mengatakan bahwa: 

"pada akhir pembelajaran di diklat, dilakukan evaluasi untuk memberikan 

penilaian keberhasilan be/ajar bagi peserta, saat itu kualifikasi kelulusan 

yang saya dapatkan adalah kategori Baik Sekali. " 

Kasubag Bantuan Hukum (hasil wawancara tanggal 14 April 2015) 

mengemukakan 

"Pembelajaran yang dilakukan sangat bagus sesuai kebutuhan, dan sistem 

penilaiannya menggunakan kategorilkualifikasi, kualifikasi kelulusan yang 

saya peroleh pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebagaimana yang 

tertuang dalam sertifikat adalah kategori Baik Sekali. " 

Kasubag Kelembagaan juga mengatakan pendapat yang sama (hasil 

wawancara, tanggal 14 April2015) bahwa: 
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"pada pelaksanaannya, diadakan pengujian sebelum dan sesudah 

pelalihan, dan hasil yang kila dapalkan, sebdgaimana yang lerluang dalam 

Sural Tanda Tarnal Pendidikan dan Pelaliha, saya memperoleh kualifikasi 

kelulusan Baik Sekali . " 

Selain hasil wawancara, dari data yang diperoleh dari Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang PNS sekretariat daerah yang telah mengikuti 

diktat ini, mereka semua mendapatkan kualifikasi kelulusan Baik Sekali. 

Evaluasi pelatihan pada tahap kedua diukur dengan indikator pembelajaran 

yaitu melihat segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran dapat diterima oleh 

peserta pelatihan. Kaswan (20 13 : 218) menyebutkan leraning atau belajar disini 

didefinisikan sebagai sikap yang berubah, pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari. 

Atas dasar pendapat tersebut, ada tiga aspek yang perlu dilihat untuk 

mengevaluasi pelatihan berdasakan indikator pembelajaran, yaitu meningkatnya 

pengetahuan, terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya keterampilan. 

Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan maka perlu diketahui pengetahuan 

apa yang telah diterima oleh peserta, sikap apa yang telah berubah dan 

keterampilan apa yang telah dipelajari. 

Pembelajaran dalam diktat 1m adalah peserta menenma pengetahuan 

kepemimpinan dalam jabatan struktural pemerintahan dan pembinaan 

pengembangan pola kepemimpinan. Dalam pelakSanaan Diktat PIM III dengan 

pola lama terdiri dari beberapa agenda pembelajaran sebagai berikut : 

I. Kajian Sikap dan Perilaku 

' a. Kepemimpinan di alam terbuka 

b. Pengembangan Potensi Diri 
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c. Kepemimpinan dalam organisasi 

2. Kajian Manajemen Publik 

a. Analisa Kebijakan Publik 

b. Hukum Administrasi Negara 

c. Membangun Kepemerintahan yang baik 

d. Kepemimpinan Dalam Keragaman Budaya 

e. Negoisasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja 

f. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima 

g. Teknik-Teknik Analisis Manajemen 

h. Pemberdayaan SDM 

I. AKIP Pengukuran Kerja 

j. Teknologi Informasi dalam Pemerintahan 

k. Telaahan Staf Paripurna 

3. Kajian Pembangunan 

a. Teori dan lndikator Pembangunan 

b. Pembangunan Daerah, Sektor dan Nasional 

c. Sistem Pengelolaan Pembangunan 

d. Muatan Teknis Substantif Lembaga 

4. Aktualisasi 

a. lsu Aktual Sesuai Tema 

b. Observasi Lapangan (OL) 

c. Kertas Kerja Perorangan (KKP) 

d. Kertas Kerja Kelompok (KKK) 

e. Kertas Kerja Angkatan (KKA) 

Berdasarkan larnpiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dikalt PIM III teijadi 
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perubahan pada pola pelaksanaan dari pola lama menjadai pola barn, agenda 

pembelajaranpada Diklat PIM III dengan pola baru terdiri dari : 

1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan 

Mata Diklat untuk Tahap ini adalah : 

a. Wawasan Kebangsaan; 

b. Integritas; 

c. Pembekalan isu strategis; 

d. Diagnostic Reading; 

e. Penjelasan Proyek Perubahan. 

2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) 

Mata Diklat untuk Tahap ini adalah : 

a. Coaching; 

b. Counselling. 

3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim 

Mata Diklat untuk Tahap ini adalah : 

a. Pengembangan Potensi Diri; 

b. lnovasi; 

c. J ej aring Kerj a; 

d. Budaya Kerja dalam Efektivitas Kepemimpinan; 

e. Membangun Tim Efektif; 

f. Benchmarking ke Best Practice; 

g. Merancang Proyek Perubahan; 

h. Seminar Presentasi Proyek Perubahan; 

1. Pembekalan lmplementasi Proyek Perubahan. 
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5. Tahap Evaluasi 

Mata Diklat untuk Tahap ini adalah: 

a. Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 

b. Evaluasi Kepemimpinan. 

Berdasarkan uraian diatas penjabaran agenda pembelajaran Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III terdiri atas : 

I. agenda penguasaan diri (Self Mastery), 

2. agenda Diagnostic Reading, 

3. agenda tim efektif, 

4. agendalnovasidan 

5. agenda Proyek Perubahan. 

Bagan 4.4 

Skema Agenda Pembelajaran Diklat Pim III 

PENGUASAAN 
DIRI 

OIAGNOSA 
ORGANISASI 

INOVASI 

TIMEFEKTIF 

PROYEK 
PERUBAHAN 

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Diklat PIM, LAN-Rl, 2014 

PEMIMPIN 
PERUBAHAN 

Pada agenda Tim Efektif, peserta dilatih untuk dapat mencari dukungan 

dalam proses perubahan mereka dan bagaimana menetapkan strategi 

berkomunikasi kepada para stakeholder nya serta kemampuan bagaimana 

mengelola emosi mereka ketika berhadapan dengan para stakeholder yang 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
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Pada agenda Tim Efektif, peserta dilatih untuk dapat mencari dukungan 

dalam proses perubahan mereka dan bagaimana menetapkan strategi 

berkomunikasi kepada para stakeholder nya serta kemampuan bagaimana 

mengelola emosi mereka ketika berhadapan dengan para stakeholder yang 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 

Pada tahapan inisiasi perubahan, kemampuan menghargai pendapat orang 

lain dengan sabar dan penuh apresiasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang 

cerdas secara emosi. Peserta pelatihan diharapkan bisa tenggang rasa 

dalam menghadapi gagasan kontroversial yang aatangnya dari berbagai arah, 

tinggal bagaimana ia bersikap, apakah gagasan tersebut akan menjadi sebuah 

dukungan atau penolakan. 

Pemberian kelima agenda ini diberikan dalam dua tahap yaitu : 

I. pada tahap pertama dan tahap ketiga penyelenggaraan Diklat dimana peserta 

dalam posisi on campuss artinya peserta dalam proses pembelajaran di tempat 

pelatihan. 

2. tahap dua dan tahap keempat, peserta tidak berada dikampus atau off campus. 

Pada tahap kedua itu, pesrta mengkampanyekan tentang pentingnya suatu 

perubahan dan dibutuhkannya sejumlah dukungan untuk melakukan perubahan 

tersebut. Sementara pada tahap keempat, mereka akan pulang ketempat keija 

masing-masing untuk melakukan laboratorium kepemimpinan. 

Salah satu kurikulum yang akan diterima peserta pada tahap tiga diatas 

adalah Benchmark atau studi banding. Jika sebelumnya pada kurikulum lama 

dikenal dengan studi lapang, maka yang membedakan benchmark yang ada 

sekarang adalah lokus visitasi peserta, Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
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melaksanakannya didalam negeri. Sebagai sosok pem1mpm birokrasi yang 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

kebijakan, para peserta dipandang perlu dibekali kemampuan menginovasi 

kebijakan- kebijakan melalui benchmarking ini .. Dalam kegiatan ini, peserta 

diharapkan dapat mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan sejumlah organisasi 

yang memiliki best practice melalui pembelajaran benchmarking. Selain itu para 

peserta diharapkan dapat mempelajari apa saja tantangan, hambatan, serta cara 

mengatasinya, dibalik proses implementasi suatu inovasi atau kebijakan inovatif 

yang dilakukan pemerintah instansi lokus. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta 

terinspirasi untuk mengimplementasikan desain perubahan diinstasi mereka 

masing-masing melalui sejumlah kegiatan yang telah mereka rencanakan di 

tahap tiga. Selanjutnya kemampuan kepemimpinan peserta ini diasah melalui 

praktik kepemimpinan ditempat kelja masing-masing. 

Esensi dari Diklat Kepemimpinan Tingkat III pola baru yaitu penguatan 

kepemimpinan, berdasarkan uraian diatas, evaluasi Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III dengan menggunakan indikator pembelajaran dilihat dari tiga aspek yaitu : 

1. Meningkatnya pemahaman pengetahuan tentang kepemimpinan dalam jabatan 

strukutural 

2. Perubahan sikap selama peserta mengikuti pelatihan 

3. Meningkatnya keterampilan tentang pola kepemimpinan 

Untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan ketiga aspek tersebut, dilihat 

dari hasil penilaian tertulis yang termuat dalam sertifikat Diklat Kepemimpiann 

Tingkat III yang diterima peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Adapun 

kategori penilaian pada masing-masing aspek yaitu : 
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!. Aspek pengetahuan kepemimpinan meliputi pemahaman tentang materi 

kepemimpinan birokrasi, 

2. Aspek sikap meliputi integritas, etika, kedisiplinan, keljasama dan prakarsa. 

3. Aspek Keterampilan kepemimpinan meliputi kemampuan mempengarubi 

stakeholder; Kemampuan membangun tim effektif; Ketangguhan (endurance) 

dalam melaksanakan rencana perubahan; Kualitas implementasi rancangan 

perubahan; Kepatuhan terhadap etika birokrasi. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa jika melihat dari kesiapan 

PNS saat mengikuti diklat, diketahui mereka memiliki kesiapan yang baik dari sisi 

minat, motivasi ,perhatian dan kepuasan saat mengikuti pelatihan. Kesiapan 

peserta yang baik ini tentunya mempengaruhi proses pembelajaran yang mereka 

terima serta hasil akhir dari diklat terse but. 

Hasil penelitian diketahui bahwa proses pembelajaran yang diikuti PNS 

menunjukkan keberhasilan, sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III, menunjukkan bahwa seluruh peserta mendapatkan 

penilaian dengan kategori Baik. Para PNS yang telah mengikuti pelatihan 

menyatakan bahwa mereka menyerap dengan baik setiap materi yang disampaikan 

serta mereka mendapatkan penilaian yang memuaskan pada setiap mata diklat 

yang diberikan. 

Evaluasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS sekretariat daerah 

yang di ukur dengan indikator pembelajaran dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

yang berikan diterima dengan baik, ini terlihat dari penilaian ujian setiap PNS 

mendapatkan nilai yang memuaskan, dengan demikian PNS sekretariat daerah 

yang telah mengikuti pelatihan dianggap telah memahami materi diklat dengan 
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baik. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Kaswan (2013 : 219) yang 

menyebutkan "untuk mengetahui apakah seseorang peserta pelatihan telah 

memahami materi pelatihan dengan baik, biasanya dilakukan pengujian sebelum 

dan sesudah pelatihan, yang disebut dengan pretest dan post test. " 

Pendapat tersebut, sesuai dengan yang telah dijalani oleh PNS sekretariat 

daerah yang mengikuti diklat terse but, bahwa mereka menjalani pre test dan post 

test saat di diklat, serta dari pernyataannya bahwa mereka mendapatkan nilai yang 

cukup memuaskan. Hal ini menandakan bahwa sebagai peserta mereka dianggap 

memahami materi selama proses pembelajaran di diklat tersebut. 

3.3. Perilaku/ Behavior 

Evaluasi pada tahap ketiga ini yaitu melihat perubahan perilaku PNS 

sebagai alumni peserta diklat, apakah yang bersangkutan melakukan perubahan 
' 

perilaku sesuai yang dijarkan selama di diklat. Jika sebelumnya keluaran peserta 

diklat hanya menghasilkan sebuah dokumen kertas kerja, maka dalam diklat 

pembaharuan ini, peseta diklat diminta mampu membuat suatu perubahan nyata. 

Berdasarkan hasil penilaian pimpinan di sekretariat daerah, sesuai hasil 

wawancara tanggal6 April2015 dengan sekretaris daerah mengatakan bahwa: 

"Hasil diklat yang dibawa ketempat bertugas, belum menunjukkan 

perubahan yang signifikan, padahal setelah mengikuti diklat diharapkan 

ada hal baru yang dibawa bagi arah perubahan yang baik di kantor kita 

. . " zm. 

Beberapa orang bawahan (stat) dari PNS yang telah mengikuti diklat ini 

mengatakan (hasil wawancara tanggal 15 April 20 15) : 
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"Rutinitas tugas dari pimpinan berjalan seperti biasa, belum ada terobosan 

yang dibuat setelah beliau mengikuti diktat. " .. 

Saat penelitian diberikan pertanyaan juga kepada PNS yang telah mengikuti 

diklat tentang penerapan perilaku di tempat kerja sesuai yang diajarkan saat diklat 

serta ada atau tidaknya hambatannya, berikut uraian pernyataan yang 

bersangkutan : 

Kepala Bagian Humas dan Protokol (hasil wawancara tanggal I 0 April 

20 15) menyatakan bahwa : 

"secara individu saya mampu menyerap ilmu yang diajarkan selama diklat, 

namun saat kembali bertuga, untuk menerapkan ilmu tersebut mengalami 

kendala dalam hal fasilitas kerja yang menyangkut dengan peralatan dan 

anggaran" 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (hasil wawancara tanggal I 0 April 

2015) menyatakan bahwa: 

"ilmu yang saya terima di diktat diantaranya berkaitan dengan cara 

penjabaran visi misi instansi ke dalam program, telah disusun dengan 

perencanaan yang baik, namun pada saat pengelolaan program-program 

tersebut kita perlu melibatkan bawahan, dan saat ini kebanyakan bawahan 

yang ada dibawah pimpinan saya memiliki k'emampuan yang kurang dalam 

merespon instruksi untuk melaksanakan program terse but. " 

Kepala Bagian Umum (hasil wawancara tanggal I 0 April2015) menyatakan 

"Saya terkendala dengan bawahan yang memiliki kemampuan yang kurang 

dalam menjalankan tugas, sehingga untuk menerapkan hasil yang diperoleh 

di diktat, misalnya menerapkan program baru, saya tidak dapat 

mengharapkan suatu program selesai secara efoktif dan efisien. .. saya perlu 
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membenahi kompetensi bawahan saya dulu sebelum menyerahkan tugas-

tugas lainnya. " 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (hasil 'wawancara tanggal I 0 April 

2015) menyatakan: 

"sebagai pimpinan kami telah cukup menerima pengetahuan dan 

keterampilan selama diktat, kendalanya di lapangan adalah ketersediaan 

peralatan, anggaran serta kurangnya kemampuan staf, saya sangat 

sependapat dengan rekan saya yang lain. " 

Kasubag Bantuan Hukum (hasil wawancara tanggal14 April2015) menurut 

pendapat saya bahwa : 

"saat itu pertimbangan saya direkomendasikan untuk mengikuti diklat pada 

tahun 2013 adalah bahwa saya dianggap memenuhi persyaratan menduduki 

jabatan eselon IlL namun sampai saat ini saya masih menduduki jabatan 
,, 

eselon IV, dalam hal ini tentunya pimpinan be/urn atau tidak diberikan 

kesempatan kepada saya untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh pada 

jabatan yang semestinya. " 

Staf Bagian Tata Pemerintahan (hasil wawancara tanggal IS April 2015) 

menyatakan : 

"saat saya mengikuti Diktat Kepemimpinan Tingkat Ill pada tahun 2013 

saya masih merifabat eselon ilL namun sekembalinya dari diklat, pimpinan 

menempatkan saya sebagai staf tanpa alasan yang jelas, tentunya saya 

sekembali dari diklat tidak dapat menerapk!in ilmu yang dipero/eh karena 

sudah tidak menjabat /agi. " 
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Kasubag Produk Hukum dan Perundang,undangan (hasil wawancara 

tangga114 April2015) menyatakan: 

"sepertinya Diktat Kepemimpinan tidak memberikan pengaruh dalam 

penempatan seseorang dalam jabatan. Jikit tidak diberikan kesempatan 

tentunya kita tidak dapat menunjukkan hasil diklat kepemimpinan yaitu 

menunjukkan seberapa besar kompetensi kita. " 

Evaluasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS di sekretariat daerah 

pada tahap ketiga diukur dengan menggunakan indikator perilaku, yaitu melihat 

ada atau tidaknya perubahan perilaku pada PNS tersebut pada saat kembali 

ketempat keija setelah yang bersangkutan mendapatkan ilmu dari diklat. 

Perbedaannya dengan aspek sikap pada indikator learning adalah aspek sikap 

melihat perubahan perilaku PNS yang teijadi pada saat mengikuti diklat. 

Evaluasi pada tahap ini adalah mengetahui bagaimana PNS berperilaku 

sesuai yang diajarakan dengan cara menerapkan atau mentransfer pengetahuan, 

' sikap dan keterampilan yang diperoleh selama diklat di tempat keija, untuk 

diimplementasikan di tern pat kerja. Kaswan (20 13 : 219) mengemukakan evaluasi 

level 3 atau behavior dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang 

teijadi pada mantan peserta pelatihan pada saat dia kembali ke lingkungan 

pekerjaannya setelah mengikuti pelatihan, khususnya perubahan atas perilaku 

ketiga domain kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap ). 

Dalam bukunya Kaswan (2013 : 219) menyatakan "evaluasi level 3 atau 

behavior dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang teijadi pada 

mantan peserta pelatihan pada saat dia kembali · ke lingkungan pekerjaannya 

setelah mengikuti pelatihan, khususnya perubahan atas perilaku." 
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Menurut Kirkpatrick dalam Kaswan (2013 : 219), pertanyaan kritis pada 
~ 

evaluasi ini adalah "perubahan-perubahan dalam perilaku kelja apa saja yang 

teljadi setelah seseorang mengikuti pelatihan?" 

Selanjutnya Kirkpatrick dalam Kaswan (2013 : 219) ada tiga hal penting 

yang harus diperhatikan, yaitu : 

"Pertama, mantan peserta pelatihan tidak dapat mengubah perilakunya 
sampai dia memperoleh kesempatan untuk melakukannya; Kedua, sangat 
stikar untuk memperkirakan kapan perubahan itu akan teljadi; Ketiga, bisa 
jadi eks-peserta tadi menerapkan pengetahuan dan keterampilan barunya 
dalam pekerjaannya sehari-hari sekembalinya dari pelatihan, namun 
kemudian tidak melakukannya lagi dikemudian hari." 

Sebagaimana uraian pada evaluasi tahap kedua yaitu pembelajaran atau 

learning menunjukkan bahwa PNS yang telah mengikut pelatihan dianggap 

berhasil menerima proses pembelajaran diklat tentang peningkatan kompetensi 

kepemimpinan yang meliputi terjadinya peningkatan pengetahuan meningkatnya 

pemahaman), terjadinya perubahan sikap selama proses pembelajaran di diklat 

serta meningkatnya keterampilan. 

Selanjutnya evaluasi pada tahap ketiga yait~· perilaku atau behavior yaitu 

melihat keberhasilan transfer basil pembelajaran yang diterima para PNS tersebut 

saat ditempat kerja. 

Kondisi yang terjadi dilokasi penelitian, menunjukkan bahwa PNS 

sekretariat daerah yang telah mengikuti diklat selama tahun 2012 sampai dengan 

2014, pada tahapan evaluasi ini dinilai bel urn berhasil atau tidak teljadi perubahan 

sikap yang signifikan dalam perilaku kerjanya, dan tidak dapat diprediksikan 

kapan akan menerapkan ilmu yang didapat. 

Perilaku kerja yang belum menunjukkan atlanya perubahan yang berarti 

dikemukakan oleh pimpinan yaitu sekretaris daerah yang mengeluhkan tentang 
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kualitas kelja setelah selesai mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, 

tanggapan yang sama juga datang dari bawahan'' yaitu staf yang pimpinannya 

sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III mereka mengemukakan bahwa 

pimpinan setelah selesai melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III tidak 
,. 

menampakkan adanya perubahan kondisi kerja di instansi biasa-biasa saja seperti 

kondisi sebelum pimpinan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IlL 

Padahal jika dilihat dari faktor internal dari para PNS yang telah mengikuti 

diklat tersebut, diketahui bahwa PNS tersebut dianggap berhasil dalam hal 

pembelajaran dan siap untuk mentransfer ilmu yang diperoleh. Namun untuk 

mentransfer hasil pembelajaran perlu melihat apakah ada faktor penghambat eks 

peserta diklat untuk melakukan transfer, faktor tersebut dapat berupa kondisi 

dilingkungan kerja. 

Dari hasil penelitian temyata diketahui adanya hambatan pada kondisi kelja, 

sehingga proses transfer pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah 

diperoleh saat diklat tidak teljadi secara optimal, hambatan tersebut antara lain 

adalah: 

I. Penerapan hasil diklat terhambat oleh kebijakan pimpinan. 

Bentuk kebijakan pimpinan yang mempengaruhi proses transfer hasil diklat di 

dalam pekerjaan adalah adanya kebijakan dalam pertimbangan penentuan 

jabatan struktural yang terkadang tidak berdasar kepada persyaratan yang 

telah ditetapkan oldisusun oleh tim Bapael]akat sebagaimana ketentuan 

peraturan, namun berdasar kepada pertimbagan politis pimpinan, sehingga di 

sekretariat daerah ada beberapa orang PNS yang telah mengikuti diklat tetapi 

bel urn mendapatkan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya bahkan ada 
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yang turun jabatan, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan 

untuk mengimplementasikan hasil yang diperoleh di diklat /menunjukkan 

potensi kompetensi kepemimpinannya. 

2. Tidak terjadi umpan balik. 

Beberapa PNS yang telah mengikuti diklat dan saat ini menduduki jabatan 

menyatakan bahwa beberapa staf yang bersangkutan memi1iki kualitas SDM 

yang rendah sehingga kurangnya kemampuan merespon instruksi pimpinan 

untuk menyelesaikan suatu pekeljaan, sehingga program yang telah disusun 

da!am rangka menerapkan hasi1 diklat tidak dapat beljalan efektif. 

3. Peralatan dan anggaran yang tidak memadai. 

Sebagaimana diketahui bahwa peralatan dan anggaran adalah sarana yang 

harus menunjang pegawai da!am menye1esaikan pekeljaannya. Namun 

ketersediaan peralatan dan anggaran di tempat yang bersangkutan bertugas 

masih minim, mempengaruhi ke1ancaran proses transfer hasil di diklat saat 

yang bersangkutan kembali bertugas di tempat kerja. 

Kesimpulan yang diambil, ternyata PNS di sekretariat daerah tengah yang 

te!ah mengikuti diklat selama tahun 2012 sampai dengan 2014, be!um dapat 

memberikan perubahan perilaku yang signifikan terutama menyangkut po1a 

kepemimpinan dan terobosan kinelja lebih meningkat bagi kemajuan organisasi 

tempat yang bersangkutan bertugas dikarenakan kondisi kelja yang tidak 

mendukung. 
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3.4. Hasii!Result 

Eva1uasi pada tahap keempat yaitu melihat hasil dari pe1aksanaan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III, adalah tercapainya tujuan dari diklat itu sendiri yaitu 

peningkatan kompetensi kepemimpinan peserta. 

Hasil yang didapat dari pembel~aran apakah memberi pengaruh terhadap 

kompetensi PNS dalam hal kepemimpinan, sejauhmana pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan memberikan dampak/ hasil terhadap peningkatan kompetensi 

kepemimpinan peserta setelah selesai 1pelaksanakan pelatihan. Akhir dari proses 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III diharapkan PNS mampu untuk membuat 

perubahan disini kemampuan seorang PNS akan di uji melalui kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Perubahan inilah yang kemudian menjadi output dari kediklatan ini. Dalam 

proses perubahan itu sendiri, para pesertar ditantang untuk dapat menyebarkan 

pengaruh dalam mewujudkan perubahan yang akan dilakukan. Menciptakan 

sebuah perubahan biasanya membutuhkan sebuah tim yang kompak dan pelaku 

yang handal . Untuk menghasilkan seorang pelaku perubahan yang handal pada 

sekretariat daerah telah dilaksanakan beberapa kali Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III sehingga diharapkan dapat mencetak kader pemimpin yang siap untuk 

melakukan suatu inovasi terhadap pola kinerja yang kurang baik, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah kelulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat III berikut : 
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Tabel4.9 
Jumlah Lulusan Diklat Kepemimpinan Tingkat III per Bagian 

pada Sekretariat Daerah Kab. Mamberamo Tengah 

2012 

2013 

2014 

Bagian Tata Pemerintahan 
Bagian Tata Usaha Keuangan 

Bagian Humas dan Protokol 
Bagian Hukum dan Per UU 

Bagian Umum 
Bagian Organisasi & PAN 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Kepegawaian Dik/at Aparatur 
Tengah (data diolah), 2015 

l Orang 
l Orang 

l Orang 
2 Orang 

l Orang 
l Orang 
l Orang 

Mamberamo 

Ill 

J umlah kelulusan peserta dari Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat 

dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2012 jumlah lulusan 2 orang (staf Bagian 

Tata Pemerintahan, staf Bagian Tata Usaha Keuangan), tahun 2013 jumlah 

lulusan 2 orang (Kepala Bagian Humas dan Protokol, Kasubag bantuan hukum, 

Kasubag Produk Hukum dan Perundang-undangan), Tahun 2014 jumlah lulusan 3 

orang (Kepala Bagian Umum, Kasubag Kelembagaan, Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat) 

Lampiran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 tahun 2013 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan 

Tingkat III menetapkan tolak ukur kompetensi kepemimpinan PNS setelah 

mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III yaitu : 

I, mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika 
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publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggungjawab dalam 

memimpin unit instansinya; 

2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi; 

3. melakukan kolaborasi secara internal dan" eksternal dalam mengelola 

program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

program; 

4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-

program instansi yang lebih efektif dan efisien; 

5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal 

organisasi dalam implementasi program unit instansinya. 

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa PNS yang telah mengikuti 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan sekretaris daerah, perihal pertanyaan 

tentang yang bersangkutan telah mampu melaksanakan aspek-aspek yang 

menunjukkan kompetensi kepemimpinan mereka, sesuai tolak ukur kompetensi 

kepemimpinan yang ditetapkan dalam Lampiran Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 

Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, sebagai berikut : 

Kepala Bagian Umum (hasil wawancara tanggal 10 April 2015) menyatakan 

bahwa: 

"Dari segi sikap dan perilaku, saya telah menerapkan peri/aku yang 

berintegritas tinggi yang mengutamakan peraturan serta etika. Dalam hal 

pekerjaan saat ini saya telah menyusun program kerja yang sesuai dengan 

• tupoksi saya dan menuf!iang visi misi sekretariat daerah. Adapun kenda/a 
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yang dihadapi adalah saran penurifang kelancaran pelaksanaan program 
" 

yang disusun yaitu ketersediaan peralatan dan anggaran biaya. " 

Kepala Bagian Humas dan Protokol (hasil wawancara tanggal I 0 April 

20 15) menyatakan : 

"Sebagai seorang PNS tentunya saya harus bersikap sebagai abdi negara 

yang melayani masyarakat sebagaimana tugas pokok dan fimgsi saya. 

Namun dalam hal pelaksanaan tupoksi ini, saya sebagai pimpinan memi!iki 

program kerja sesuai bagian saya, program yang disusun ini mengikuti 

program tahun-tahun sebelumnya sa} a. " 

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (hasil wawancara tanggal I 0 April 

2015) mengatakan: 

"dalam hal karakter serta perilaku, saya merasa telah menerapkan perilaku 

yang sesuai dengan etika dan bertanggungjawab sepenuhnya atas jabatan 

saya, namun untuk melaksanakan program kerja tentunya saya tidak dapat 

bekerja sendiri, perlu berkordinasi dengan bawahan, disini kendala yang 

saya temui bahwa bawahan saya kebanyakan kurang merespon perintah 

saya, mereka masih perlu diarahkan dalam melakukan tugasnya. " 

Kepala Bagian Humas dan Protokol (hasil wawancara tanggal I 0 April 

2015) mengatakan: 

"Yang saya lakukan sebagai pimpinan tentunya menyusun program kerja, 

namun dikarenakan terbatasnya kemampuan bawahan saya, sehingga 

terkadang program yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan 

semuannya. 

Sekretaris Daerah (hasil wawancara tanggal 6 April 20 15) menyatakan 

bahwa: 
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"Para kepala bagian yang telah mengikuti diklat jika dilihat dalam 

kesehariannya bekerja, belum menurifukkan ada sesuatu program yang 

berbeda, mereka hanya mengikuti program yang sudah ada sebelumnya. 

Dan dalam penentuan tujuan, sasaran dan anggaran program kerja tidak 
' 

dirinci secara mendetail sehingga tidak dapat dilihat ejisiensi dan efektijitas 

program tersebut. " 

Kasubag Kelembagaan (hasil wawancara tanggal 14 April 2015) 

mengatakan bahwa : 

"Saat ini saya dan 2 rekan saya masih menduduki jabatan eselon IV, 

" padahal telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III di tahun lalu, 

karena belum menduduki jabatan eselon III, tentunya kami tidak dapat 

mengembangkan kompetensi kepemimpinan kami pada jabatan yang 

semestinya. " 

Dari wawancara dengan beberapa staf pada sekretariat daerah yang 

pimpinannya (kepala bagian) telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, 

menyebutkan bahwa (hasil wawancara, 15 April2015) 

Staf Bagian Humas dan Protokol menyebutkan bahwa : 

" secara langsung belum ada inovasi baru dari pimpinan dalam hal 

penyelesaian tugas-tugas kantor, namun secara tidak langsung adanya 

perubahan sikap dalam hal memimpin bawahan. " 

Staf Bagian Kesejahteraan Sosial yang diwawancarai menyebutkan (hasil 

wawancara, 15 April2015): 

"tidak adanya perubahan sikap kepala bagian menyusun program kerja" 
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Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Staf Bagian Umum (hasil 

wawancara tanggal 15 April2015) 

"Rutinitas kerja berjalan seperti biasa, be/urn ada program kerja yang 

baru" 

Beberapa wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan 

pola kepemimpinan dalam praktek sehari-hari ditempat tugas, oleh PNS yang 

te1ah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, meskipun tidak terjadi secara 

drastic, hal ini dikarenakan adanya hambatan kondisi kerja yang meliputi 

kebijakan pimpinan, respon bawahan serta peralatan dan anggaran. 

Evaluasi pada tahap keempat memfokuskan pada hasil akhir PNS karena 

' yang bersangkutan telah mengikuti diklat, hasil akhir yang diharapkan setelah 

mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah meningkatnya kompetensi 

kepemimpinan seseorang, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bahwa 

tujuan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah 

mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural 

eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

kepemerintahan di instansinya masing-masing. 
1 

Seorang PNS setelah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

diharapkan dapat menghasilkan sosok pemimpin perubahan yaitu pemimpin 

birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjabarkan visi dan misi 

instansi ke dalam program instansi serta memimpin pelaksanaanyasesuai dari 

tujuan dari pelaksaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
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Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sekretariat daerah te1ah 

mengikutsertakan 9 PNS yang menjabat pada beberapa jabatan struktural untuk 

mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat Ill pada Lembaga Pusdiklat 

Kemendagri Regional Makassar sehingga diharapkan dapat memberikan adanya 

suatu perubahan dari segi kompetensi kepemimpinan dan kineija menjadi lebih 

baik. 

Kirkpatrick dalam Kaswan (20 13 : 219) menyebutkan bahwa : 

Evaluasi level 4 atau result diakui Kirkpatrick sebagai evaluasi yang paling 
sulit dilakukan, yaitu sejauh mana pelati!Jan-pelatihan yang dilakukan 
memberikan dampaklhasil terhadap peningkatan kineija mantan peserta, 
unit keija, maupun perusahaan secara keseluruhan. Hasil yang diperoleh 
kerap kali sulit dikuantifikasi, misalnya meningkatnya kualitas kerja, 
produktivitas, kepuasan keija, efektvitas komunikasi, keijasama atau 
penurunan tingkat kesalal1an dan lain-lain. 

Analisis kondisi dilapangan dengan pendapatnya Kirkpatrick, dalam 

evaluasi result atau hasil dari pe1aksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang 

telah dilakukan oleh PNS sekretariat daerah, adalah meliliat hasil terhadap 

peningkatan kompetensinya sebagai pemimpin di level menengah serta 

dampaknya pada kineija atau keberhasilan kepemimpinannya. 

Sebagaimana Lampiran Peraturan Kepala fembaga Administrasi Negara 

Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan 

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III bahwa Kompetensi yang dibangun pada 

Diklatpim Tingkat III ada1ah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu 

kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan 

memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut, yang diindikasikan dengan 

kemampuan: 
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I. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan kemampuan menunjun,g tinggi etika publik, taat pada 

nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit 

instansinya; 

2. menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program instansi; 

3. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-

program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; 

4. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-program 

instansi yang lebih efektif dan efisien; 

5. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi 

dalam implementasi program unit instansinya. 

Point diatas adalah hal yang harus dilakukan pegawai negeri sipil yang 

menduduki jabatan dan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

sehingga tercapai produktivitas dan efektifitas, sebagaimana pendapat Kartono 

(I 992 : 228) menyatakan : 

Keberhasilan pemimpin itu diukur dari 'produktivitas dan efektifitas 
pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas 
naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, maka ia disebut sebagai 
pemimpin yang berhasil. Sedang apabila produktivitasnya menurun dan 
kepemimpinannya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka ia 
disebut sebagai pemimpin yang gaga!. 

Melihat kondisi yang ada, dari 9 Orang yang mengikuti diklat hanya 8 orang 

yang dinyatakan lui us dalam diklat tersebut dan pada evaluasi tahap Keempat ini, 

dari hasil penelitian diketahui bagaimana keberhasilan diklat tersebut dalam 

peningkatan kompetensi kepemimpinan 8 PNS alumni peserta diklat adalah 

sebagai berikut : 
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I. ternyata 5 orang PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, 

tidak memiliki kesempatan menunjukkan sejauhmana kompetensi 

kepemimpinannya dalam jabatan struktural eselon III dikarenakan yang 

bersangkutan setelah mengikuti diklat belum diberikan jabatan eselon III, 

~ 

sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinannya 

dalam jabatan struktural eselon III. 

2. Tiga orang PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III saat 

ini menjabat sebagai kepala bagian, namun dari evaluasi yang dilakukan yang 

bersangkutan hanya mampu memenuhi 2 standar kompetensi kepemimpinan 

dari 5 standar kompetensi kepemimpinan yang ditetapkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara, yaitu : 

a. PNS yang bersangkutan telah mampu mengembangkan karakter dan sikap 
,, 

perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

kemampuan menunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, 

moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya. 

b. PNS yang bersangkutan mampu menjabarkan visi dan misi instansinya ke 

dalam program-program pada masing-masing bagian, hal ini terlihat dari 

adanya penyusunan rencana keija tahunan pada masing-masing bagian. 

Sedangkan 3 standar kompetensi kepemimpinan lainnya tidak dapat 

dipenuhi yaitu : 

I. Dalam hal melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam 

mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan program, para kepala bagian dinilai belum mampu menyusun 

perencanaan program yang tepat sasaran sesuai tupoksinya serta tidak 
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memperhitungkan secara matang anggaran biaya pada masing-masing 

program, hal ini terlihat dari setiap penyusunah rencana keija pada masing

masing bagian hanya mencantumkan besaran angka tanpa mencantumkan 

rincian (rencana keija anggaran), sehingga tidak dapat diketahui apakah 

anggaran yang diajukan sudah seefisien dan sefektif mungkin. 

2. Dalam hal melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan 

program-program instansi yang lebih efektif dan efisien, hal ini hampir 

keseluruhan kepala bagian pada dasarnya hanya menjalankan tugas-tugas rutin 

seperti biasa, dengan alasan jika melakukan inovasi program dibutuhkan 

kesiapan peralatan dan anggaran biaya, serta kompetensi bawahan yang dapat 

diandalkan, sementara kondisi yang ada saat ini belum sesuai harapan 

mengingat masih minimnya penyediaan peralatan kerja dan anggaran biaya 

serta kemampuan bawahan yang kurang. 

3. Dalam hal mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan ekstemal 

organisasi dalam implementasi program unit bagiannya, para kepala bagian 

masih belum dapat dioptimalkan terutama mengoptimalkan keija para 

bawahan, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa para bawahan yang mereka 

pimpin memiliki kemampuan yang kurang dalam bidang keijanya sehingga 

program yang disusun tidak optimal. Hal ini terlihat dari beberapa program 

yang telah disusun dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan semuanya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa evaluasi tahap keempat 

dengan melihat hasil setelah mengikuti diklat yaitu apakah teijadi peningkatan 

kompetensi kepemimpinan para PNS eks peserta diklat, temyata secara umum 

dari 9 orang PNS yang ikut diklat, I orang dinyatakan tidak lulus; 5 orang tidak 
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mendapatkan kesempatan menerapkan ilmunya dilapangan keija sehingga tidak 

dapat diketahui sejauh mana kompetensi kepemimpinannya dikarenakan mereka 

tidak diberikan jabatan sesuai jenjang yang seharusnya; dan 3 orang yang saat ini 

menjabat kepala bagian hanya dapat memenuhi) dari 5 standar kompetensi 

kepemimpian yang ditetapkan oleh LembagaAdmnistrasi Negara, para PNS yang 

bersangkutan dapat disimpulkan tidak terjadi peningkatan pada kompetensi 

kepemimpinannya. 

Dengan demikian diklat yang telah diikuti para PNS tersebut tidak 

memberikan basil yang diharapkan/tidak berhasil yaitu tidak meningkatnya 

kompetensi kepemimpinan yang bersangkutan, hal ini tentunya berdampak kepada 

tidak teijadinya produktifitas, efisensi dan efektivitas kerja yang bersangkutan dan 

sekretariat daerah. 

Pemerintah daerah perlu menyusun suatu kajian mendalam berkaitan 

dengan bagaimana mendukung PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, 

serta menyusun standar evaluasi diklat kepemimpinan, sehingga saat kembali 

bertugas yang bersangkutan dapat menunjukkan sejauh mana peningkatan 

kompetensi kepemimpinannya, dan sekretariat daerah sebagai organisasi dapat 

mengukur sejauhmana peningkatan kompetensi kepemimpinan PNS melalui 

kualitas kerja, produktivitas, kepuasan kerja, efektvitas komunikasi, keijasama 

atau penurunan tingkat kesalahan terhadap PNS yang telah mengikuti diklat, 

sehingga pelatihan yang dilaksanakan tidak percuma, mengingat biaya yang 

dikeluarkan tidak sedikit akan tetapi sangat merugi jika manfaat yang didapat 

tidak sebanding. 

• 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SA'RAN 

A. Kesimpulan 
-::t 

Hasil penelitian tentang Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di 

Sekretariat Daearah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah sebagai berikut: 

I. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mamberamo Tengah dilihat dari kesiapan (kemampuan kognitif, 

fisik dan mental) peserta, kesiapan mentor atau atasan langsung dinilai 

cukup mendukung, namun dilihat dari kesiapan fasilitas berupa ketersediaan 

biaya dinilai masih kurang hal ini terlihat dari masih ada PNS Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang belum mengikuti diklat 

karena keterbatasan pembiayaan. 

2. Faktor pendukung perlunya melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat 

III bagi PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah adalah 

adanya faktor tuntutan regulasi tentang persyaratan kedudukan dan jabatan 

PNS serta banyaknya jumlah PNS instansi terse but yang sudah memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III. Adapun 

faktor penghambatnya adalah kurang berperannya atau berfungsinya 

Baperjakat dalam menentukan jabatan PNS di Kabupaten Mamberamo 

Tengah serta belum siapnya pemerintah daerah setempat untuk 

melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di dalam daerah. 

3. Evaluasi Manfaat Diklat Kepemimpinan Tingkat III dilihat dari indikator 

reaksi menunjukkan adanya reaksi positif dari para PNS yang telah 
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mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dari indikator pembelajaran 

menunjukkan keberhasilan para PNS tersebut dalarn menerima pelajaran 

yang diberikan, sedangkan dari indikator perilaku tidak menunjukkan 

perubahan perilaku sesuai yang diajarkan dari hasil diklat dikarenakan 

adanya harnbatan dalam lingkungan kerja", dan indikator terkahir yaitu 

indikator hasil tidak menunjukkan hasil yang sesuai yaitu tidak terjadi 

peningkatan kompetensi kepemimpinan dari para PNS tersebut dikarenakan 

mereka tidak dapat menerapkan secara maksimal perilaku yang diajarkan 

saat diklat. 

B. Saran 

Beberapa saran yang diperlukan, sebagaimana hasil dari pembahasan 

penelitain ini adalah : 

1. Sekretariat Daerah perlu mempersiapkan anggaran pembiayaan yang lebih 

agar dapat mengikutkan PNS yang telah memenuhi persyaratan di instansi 

tersebut dalarn mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IlL 

2. Perlunya mengembalikan peran dan fungsi Baperjakat sebagaimana 

mestinya, sehingga pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dapat 

bermanfaat secara optimal. 

3. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kesiapan dalarn 

menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III di dalarn daerah demi 

efisiensi dan efektifitas. 

4. Lingkungan organisasi hams mendukung PNS yang akan menerapkan 

pengetahuannya saat dilingkungan kerja. 

" 
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5. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat meneliti tentang manfaat 

diklat dalam pengembangan karier PNS. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WA WANCARA MENDALAM 

(In Depth Interview) 

A. SEKRETARISDAERAH 

I. Apakah peserta yang telah mengikuti Diklat PIM III pada waktu itu 

dinilai siap secara fisik, mental dan administrasi ? 

2. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai keinginan staf dalam hal 

menigkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier? 

3. Apa saja kendala yang dihadapai oleh pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan Diklat PIM III bagi para PNS ? 

3. Pada pelaksanaan Diklat PIM III dengan menggunakan pola baru 

bagaimana tanggapan Bapak selaku atasan langsung dalam mengawasi/ 

mendampingi para peserta diklat ? 

4. Apakah dalam tiga tahun terakhir Bapak selalu mendampingi setiap 

peserta sebagi mentor pada pelaksanan Diklat PIM III ? 

8. Apakah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM III sudah layak atau dapat 

dipertimbangkan untuk di usulkan dalam menduduki jabatan struktural ? 

9. Apakah masih terdapat PNS yang sudah memenuhi syarat namun belum 

mengikuti Diklat PIM III ? 

10. Apakah pejabat yang ada sekarang ini sudah memenuhi syarat dalam 

menduduki jabatan ? 
0 

II. Apakah pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan diklat sendiri 

di daerah? 

12. Apakah setelah selesai mengikuti Diklat PIM III PNS yang bersangkutan 

telah menunjukkan adanya suatu pemahaman baru atau perubahan dalam 

kinerja? 
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B. KEPALA BADAN KEPEGWAIAN DAN D{KLAT APARATUR 

1. Apakah peserta dapat mengikuti dan menyelesaikan seluruh proses 

Diklat PIM III selam ini ? 

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta untuk mengikuti 

Diklat PIM III ? 

3. Dari mana sumber pembiayaan para peserta dalam mengikuti Diklat PIM 

III? 

4. Apakah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah sudah mampu untuk 

melaksanakan sendiri Diklat PIM III di daerah? 

5. Dengan Iembaga apa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 

bekerjasama dalam mengirim PNS untuk mengikuti diklat PIM III? 

6. Apakah ada sumber pembiayaanlain selain APBD Untuk peserta yang 

mengikuti Diklat PIM III ? 

C. PNS YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT PIM III 

I. Bagaimana menurut Bapak tentang kesiapan mengikuti 

Kepemimpinan Tingkat III ? 

Diklat 

2. Bagaimana peran pimpinan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat III ini ? 

3. Bagaimana tanggapan Bapak saat mengikuti Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III ? 

4. Menurut Bapak, adakah sistem penilaian yang diberikan untuk 

mengetahui seberapa jauh peningkatan pengetahuan Bapak setelah 

belajar di diklat ? 

5. Bagaimana Bapak menerapkan hasil diklat setelah kern bali bertugas, dan 

adakah hambatannya ? 

6. Bagaimana pembelajaran dan cara penilaian hasil pembelajaran yang 

dilaksanakan selama Bapak mengikuti diklat ? 

7. Menurut Bapak, setelah kembali bertugas apakah Bapak telah 

menunjukkan hasil/manfaat dari diklat yaitu meningkatnya kompetensi 

kepemimpinan Bapak sesuai tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang 

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala LAN ? 

8. Apakah Diklat Kepemimpinan Tingkat III berpengaruh dalam jabatan ? 
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9. Bagaimana peran Bapeijakat dalam penentuan PNS dalamjabatan ? 

F. STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH 

I. Menurut Bapak-Bapak, apakah Kepala _Bagian yang ada di Bagian 

Bapak-Bapak bekeija telah menunjukkan suatu perubahan keija dari 

yang sebelumnya ? 
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Lampiran II : 
TRANSKRIP HASIL WA W ~NCARA 

A. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 

Hari/ Tanggal 
Inform an 
Tempat 

Peneliti 

Sekda 

Peneliti 

Sekda 

Peneliti 

Sekda 

Peneliti 

Sa btu, 6 April 2015 
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah 
Ruangan Kerja Sekda, K6bakrna 

Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu, saya 
sedang mengadakan penelitian, saya minta waktu untuk 
mewawancarai Bapak .... 

Selamat pagi tidak apa, silahkan bagaimana apa yang 
bisa saya bantu? 

Baik bapak saya akan menanyakan tentang pelaksanaan 
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
Apakah peserta yang telah mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III pada waktu itu dinilai siap 
secara fisik, mental dan administrasi ? 

Baik .. kalau untuk peserta secara fisik, mental dan 
administrasi mereka sangat siap, hal ini juga saya 
sampaikan kepada mereka bahwa Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III sekarang sudah menggunakan pola 
baru ... Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan pola 
baru sangat menguras pikiran dan tenaga dikarenakan 
waktu pelaksanaan yang kurang lebih 3 bulan, untuk itu 
kepada para peserta lainnya agar dapt menjaga kondisi 
baik fisik maupun mental sehingga dapat selesai hingga 
akhir ... dan mereka menyatakan siap. 

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai keinginan staf 
dalam hal menigkatkan kemampuan dalam rangka 
pengembangan karier? 

.. saya sangat mendukung ..... selaku pimpinan sayasangat 
mendukung setiap staf untuk berkembang baik itu 
melalui pelatihan, kurs\IS, kegiatan sosialisasi atau 
lainnya, selama hal tersebut membawa perubahan 
kearah yang lebih baik untuk Sekretariat 
Daerah ... seperti kita tahu bahwa sekarang semakin 
dituntut PNS yang lebih berkompeten ..... 

Apa saja kendala yang dihadapai oleh pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III bagi para PNS 
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Sebenarnya kalau berbicara masalab kendala dalam 
pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ada 
beberapa kendala .... namun yang paling menonjol yaitu 
kendala mengenai pembiayaan ... dengan adanya 
perubaban pola Diklat Kepemimpinan sejak Tabun lalu, 
dimana membutuhkan biaya yang cukup besar bagi 
peserta, karena bolak-balik ketempat tugas untuk 
penelitian dan pengambilan data, maka tabun lalu SKPD 
kami tidak menganggarkan dana yang cukup 
mengakomodir keseluraban pegawai yang akan 
mengikuti Diklat, mengingat memang terbatasnya 
ketersediaan dana dalam APBD Mamberamo Tengab. 

Pada pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
dengan menggunakan pola baru bagaimana tanggapan 
Bapak selaku atasan langsung dalam mengawasil 
mendampingi para peserta diklat ? 

Setelab saya membaca pedoman Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III dengan pola baru disitu saya ketabui babwa 
ada sesi pelajaran dimana pimpinan harus mendampingi 
peserta diklat... pada pelaksanaan diklat Tabun 2014 
lalu, Saya sebagai pimpinan diminta menjadi mentor 
bagi Pegawai di bagian Setda yang mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat' III, peran mentor adalab 
memberikan bimbingan dan motivasi bagi bawaban ... 
dalam satu kali pelaksanaan diklat saya harus 
mendampingi peserta di Makassar dua kali .... 

Apakab dalam tiga t~un terakhir Bapak selalu 
mendampingi setiap peserta sebagi mentor pada 
pelaksanan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ? 

... kalau tabun 20 12 dan 20 13 saya tidak mendampingi 
peserta karena waktu itu pola Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III masih pola lama dan tidak perlu 
pendampingan pimpinan ... Saya bertindak sebagai 
mentor bagi peserta diklat pada tabun 2014 

Apakab PNS yang telab mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III sudab layak atau dapat 
dipertimbangkan untuk di usulkan dalam menduduki 
jabatan struktural ? 

Kalau saya sebagai sekretaris daerab dalam setiap 
proses rapat Baperjakat setelab pertimbangan lain yaitu 
kepangkatan dan disipli~ ilmu, Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III adalab salah satu hal yang menjadi 
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pertimbangan dalam penentuan pengangkatan jabatan 
struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamberamo Tengah ... ini kalau kita berbicara terlepas 
dari konteks politis .. kalau itu yaa lain lagi ceritanya. 

Apakah masih terdapat PNS yang sudah memenuhi 
syarat namun belum mengikuti Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III ? 

Kalau yang sudah memenuhi syarat tapi belum ikut 
diklat ada hanya jumlah persisnya saya kurang tabu, 
nannti anda bisa menghubungi kepala BKD untuk minta 
data itu .... tetapi saya mau menjelaskan sedikit terkait 
PNS yang sudah memenuhi syarat namun belum bisa 
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
dikarenakan faktor pembiayaan dan juga karena jumlah 
kuota yang disediakan oleh Pusdiklat hanya 
sedikit. .. saya sudah melakukan loby ke pusdiklat 
supaya bisa menambah kuota untuk Mamberamo 
Tengah . .lebih baik lagi kalau ada sumber pembiayaan 
dari APBN .... 

Apakah pemerintah daerah sudah s1ap untuk 
melaksanakan diklat sendiri di daerah ? 

Kalau untuk melaksanakllli sendiri saya pikir pemerintah 
daerah belum bisa menyelenggarakan Diklat di daerah, 
pemerintah kedepan akan berupaya untuk membangun 
sarana dan prasarana kedilatan di daerah disamping itu 
kita perlu untuk mengurus perijinannya juga. 

Apakah setelah selesai mengikuti Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III PNS yang bersangkutan telah menunjukkan 
adanya suatu pemahaman baru atau perubahan dalam 
kinelja? 

Kalau saya melihat kurikulumnya sangat bagus sampai 
saya berfikir kalau memang betul ini di erapkan pasti 
setelah kembali akan menghasilkan perubahan kinerga 
semakin baik ... namun Pegawai yang sudah selesai 
dengan melihat basil diklat yang dibawa ketempat 
bertugas, belum menunjukkan perubahan yang 
signifikan, padahal setelah mengikuti diklat diharapkan 
ada hal baru yang dibawa bagi arab perubahan yang 
baik di kantor kita ini ... sertinya biasa-biasa saja .... 

Sebagaimana Lampiran :peraturan Kepala LAN bahwa 
tolah ukur kompetensi kepemimpinan PNS ada 5 hal, 
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menurut bapak, apakah Pegawai yang telah mengikuti 
diklat menunjukkan peningkatan kompetensi 
kepemimpinannya jika dilihat berdasarkan tolak ukur 
terse but? 

Y a sesuai yang saya baca ini, ada 5 tolak ukur 
kompetensi kepemimpinan PNS setelah mengikuti 
diklat dan jika saya lihat Para kepala bagian yang telah 
mengikuti diklat jika dilihat dalam kesehariannya 
bekerja, belum menunjukkan ada sesuatu program yang 
berbeda, mereka hanya mengikuti program yang sudah 
ada sebelurnnya. Dan dalam penentuan tujuan, sasaran 
dan anggaran program kerja tidak dirinci secara 
mendetail sehingga tidak dapat dilihat efisiensi dan 
efektifitas program tersebut. 

bapak saya rasa cukup ... terimakasih atas waktu yang 
diberikan ... 

lya sama-sama .... semoga.lancar sampai selasai ... 

B. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur 

Hari/ Tanggal 
lnforman 

Tern pat 

Peneliti 

Kaban Kepegawaian 

Peneliti 

Kaban Kepegawaian 

Selasa, 7 April 20 15 
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Aparatur 
Kabupaten Mamberamo Tengah 
Ruang Kerja Kaban Kepegawaian dan Diklat Aparatur 

Selamat siang Bapak .... saya lagi melaksanakan 
penelitian untuk menyusun tesis, saya minta waktu 
bapak untuk melakukan wawancara dengan Bapak ... 

Iya silahkan bisa .... mengenai apa pertanyaannya ? 

Mengenai pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 
III ..... pertanyaan saya .. 
Apakah peserta dapat mengikuti dan menyelesaikan 
seluruh proses Diklat Kepemimpinan Tingkat III selam 
ini? 

Mengenai pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 
III selama pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 
III dari tahun 2012 sampai 2014 semua peserta dapat 
menyelesaikan seluruh proses pembelajaran selama 
diklat, namun tahun 2014 terdapat satu orang yang 
dinyatakan tidak lulus .. waktu itu saya di telepon oleh 
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pihak pusdiklat bahwa yang bersangkutan 
mengundurkan diri .. dan yang bersangkutan juga 
langsung menghubungi saya bahwa dia tidak bisa 
melanjutkan kegiatan diklat.. .jadi hanya satu orang saja 
selama kita melaksanakan diklat di Pusdiklat Makssar 
yang dinyatakan tidak Iulus. 

Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta 
untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III ? 

Setiap PNS berhak untuk mengukuti diklat 
penjengjangan karier, namun yang perlu diperhatikan 
adalah yang bersangkutan harus memenuhi syarat 
terlebih dahulu, syarat sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu dinyatakan Iulus tes, kepangkatan, kesehatan dan 
sebagainya ,, 

Dari mana sumber pembiayaan para peserta dalam 
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III ? 

Untuk sumber pembiayaan bersumber dari APBD 
karena Diklat PIM Pola baru ini dituntut bahwa setiap 
peserta membutuhkan pembiayaan yang besar, karena 
pada diklat pola baru, teijadi implementasi 
pembelajaran on-off campus ... jadi peserta setelah 
selesai satu sesi mereka harus kembali ke 
daerah .. kemudian kembflii lagi ke kampus .. dan ke 
daerah lagi ... kalu tidak salah peserta dua kali kembali 
ke daerah untuk menyelesaikan sesi pembelajaran di 
daerah .. Anggaran biaya diklat pada tiap peserta 
dibebankan kepada anggaran dana yang ada pada SKPD 
masing-masing, jadi jumlah peserta yang akan 
mengikuti diklat tergantung kemampuan SKPD-nya 
dalam menyiapkan biaya yang dibutuhkan, BKD tidak 
menganggarkan biaya diklat untuk setiap peserta, 
mengingatjumlah dana yang dibutuhkan sangat besar. 

Apakah Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah 
sudah mampu untuk melaksanakan sendiri Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III di daerah? 

Kalau untuk menyelenggarakan sendiri pemerintah Daerah 
belum siap dalam melaksanakan diktat di daerah, 
dikarenakan faktor tefupat, tenaga pengajar dan 
pertimbangan lainnya 

Dengan lembaga apa Pemerintah Kabupaten 
Mamberamo Tengah bekerjasama dalam mengirim PNS 
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untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III? 

Pemerintah daerah belum bisa melaksanakan diklat 
sendiri, untuk sementara masih bekeijasama dengan 
Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri di 
Makassar .. sebenarnya untuk pelaksanaan Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III bisa di beberapa tempat, 
namun pemda sudah mengadakan keijasama dengan 
Pusdiklat Regional makasar. 

Apakah ada sumber pembiayaanlain selain APBD 
Untuk peserta yang mengikuti Diklat Kepemimpinan 
Tingkat III ? 

Pembiayaan dalam pelaksanaan Diklat ada dua jenis 
yaitu bersumber dari APBN dan APBD, untuk APBD 
kami mengusulkan setiap tahun untuk menganggarkan 
biaya diklat, tetapi tahun 2012 kami pernah sekali 
menerima pembiayaan dari APBN untuk 2 orang 
selanjutnya tidak pernah lagi mendapatkan kuota dari 
pembiayaan APBN. 

C. PNS YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN 
TINGKATIII 

Hari/ Tanggal 
Informan 
Tempat 

Peneliti 

Kabag Humas & 
Protokol 

Peneliti 

Kabag Humas & 
Protokol 

Jumat,IO April2015 
Kepala Bagian Humas dan Protokol 
Kantor Bupati, Kobakrna 

Selamat pagi bapak ... saya bisa minta waktu sebentar 
untuk mewawancarai •bapak menyangkut Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III? 

Selamat pagi juga ... .iya bisa silahkan .. 

Bagaimana menurut Bapak tentang kesiapan mengikuti 
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

pada saat itu, Diklat PIM Tingkat III masih berlaku pola 
lama, perbedaannya terletak dari jangka waktu 
pelaksanaan yang lebih singkat yaitu kurang lebih 5 
minggu, dibanding pola baru yang hampir 3 bulan lebih. 
Namun pada prinsipnya kita juga harus memiliki 
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Protokol 

Peneliti 

Kabag Humas & 
Protokol 

kesiapan mental, fisik dan biaya pada saat mengikuti 
diklat tersebut. ,, 

Bagaimana tanggapan Bapak saat mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat qr 

Kami cukup antusias dan semangat diikutkan dalam 
kegiatan diklat ini, karena hal ini sangat bermanfaat 
bagi pengembangan karier kedepannya. 

Menurut Bapak, adakah sistem penilaian yang diberikan 
untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan 
pengetahuan Bapak setelah belajar di diklat 

tentu ada penilaian yang diberikan oleh para pengajar 
untuk mengukur sejauh mana peningkatan pembelajaran 
yang di terima. 

Bagaimana Bapak menerapkan hasil diklat setelah 
kembali bertugas, dan adakah hambatannya ? 

secara individu saya mampu menyerap ilmu yang 
diajarkan selama diklat, namun saat kembali bertugas, 
untuk menerapkan ilmu tersebut mengalami kendala 
dalam hal fasilitas kerja yang menyangkut dengan 
peralatan dan anggaran 

Menurut Bapak, setelah kembali bertugas apakah Bapak 
telah menunjukkan hasil/manfaat dari diklat yaitu 
meningkatnya kompetensi kepemimpinan Bapak sesuai 
tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang ditetapkan . ,, 
dalam Lamp1ran Peraturan Kepala LAN 

Sebagai seorang PNS tentunya saya harus bersikap 
sebagai abdi negara yang melayani masyarakat 
sebagaimana tugas pokok dan fungsi saya. Namun 
dalam hal pelaksanaan tupoksi ini, saya sebagai 
pimpinan memiliki program kerja sesuai bagian saya, 
program yang disusun ini mengikuti program tahun
tahun sebelurnnya saja. 
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Jum'at, 10 April2015 
Kepala Bagian Umum 
Kantor Bupati, Kobakma· 

Selamat pagi Pak saya mohon waktu untuk wawancara 
dengan Bapak menyangkut Diklat Kepemimpinan 
Tingkat IlL 

.... 

Iya silahkan ... 

Terima kasih ... 
Bagaimana menurut Bapak tentang kesiapan mengikuti 
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Diklat kepemimpinan pola baru ini, menuntut setiap 
peserta agar Iebih serius dalam memahami materi yang 
disampaikan, muatan materi juga cukup banyak dan 
terbaru, serta pola pikir kita dieksplorasi lebih dalam 
untuk menciptakan suatu proyek terobosan dalam 
bidang kerja kita ... 

Bagaimana peran pimpinan dalam Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III ini ? 

Selama pelaksanaan diklat, pimpinan sangat memberi 
dukungan serta ikut berperan aktif dalam menjadi 
mentor kami. 

Bagaimana tanggapan Bapak saat mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III 

Kegiatan ini merupakan hal positif bagi pegawai, 
terutama dalam hal penjenjangan karier dan jabatan, 
namun hendaknya pada prakteknya dilapangan hasil 
dari kegiatan diklat ini berpengaruh bagi karier kami 
kedepannya. 

Bagaimana pembelajaran dan cara 
pembelajaran yang dilaksanakan 
mengikuti diklat ? 

penilaian hasil 
selama Bapak 

Proses Pembelajaran dan materi yang diberikan menarik 
dan dapat kami pahami dengan baik. 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 
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di diklat 

Saya terkendala dengan bawahan yang memiliki 
kemampuan yang kurarlg dalam menjalankan tugas, 
sehingga untuk menerapkan hasil yang diperoleh di 
diklat, misalnya menerapkan program baru, saya tidak 
dapat mengharapkan suatu program selesai secara 
efektif dan efisien ... saya perlu membenahi kompetensi 
bawahan saya dulu sebelum menyerahkan tugas-tugas 
lainnya. 

Menurut Bapak, setelah kembali bertugas apakah Bapak 
telah menunjukkan hasil/manfaat dari diklat yaitu 
meningkatnya kompetensi kepemimpinan Bapak sesuai 
tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Kepala LAN 

Dari segi sikap dan perilaku, saya telah menerapkan 
perilaku yang berintegritas tinggi yang mengutamakan 
peraturan serta etika. Dalam hal pekeijaan saat ini saya 
telah menyusun program kerja yang sesuai dengan 
tupoksi saya dan menunjang visi misi sekretariat daerah. 
Adapun kendala yang dihadapi adalah saran penunjang 
kelancaran pelaksanaan program yang disusun yaitu 
ketersediaan peralatan dan anggaran biaya. 

Jum'at, lOApril 2015 
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial 
Kantor Bupati 

Selamat siang Bapak,mohon maaf mengganggu .... 
Saya bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara 
penelitian saya ... 

Siang .... iya bisa ... 

Bagaimana menurut Bapak tentang kesiapan mengikuti 
Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

setiap peserta harus siap dalam hal kemampuan berpikir 
karena dituntut harus mampu menciptakan inovasi baru, 
yang nantinya harus diterapkan dalam peketjaan sehari
hari, pada intinya Diklat Kepemimpinan Tingkat III ini 
membentuk seorang Pegawai Negeri Sipil menjadi 
seorang pemimpin yang ideal, yang diharapkan 
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Kabag 
Kesejahteraan Sosial 

membawa perubahan dalam institusi yang dipimpinnya. 

Bagaimana peran pimpinan dalam Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III ini ? 

Atasan langsung memang dilibatkan dalam proses 
diklat ini, atasan berperan sebagai motivator, mitra, dan 
pembimbing kami dalam membuat proyek perubahan di 
organisasi tempat kami bertugas, dan Sekda dirasa 
sangat mendukung dalam kegiatan ini 

Bagaimana tanggapan Bapak saat mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III 

Selama diklat kami sangat puas, fasilitas yang 
disediakan sangat baik, para tenaga pengajar juga cukup 
menarik dalam menyampaikan materi serta konsumsi 
yang ada menunya sesuai selera. 

Bagaimana pembelajaran dan cara 
pembelajaran yang dilaksanakan 
mengikuti diklat ? 

penilaian basil 
selama Bapak 

pada akhir pembelajaran di diklat, dilakukan evaluasi 
untuk memberikan penilaian keberhasilan belajar bagi 
peserta, saat itu kualifikasi kelulusan yang saya 
dapatkan adalah kategori Baik Sekali. 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai den&an ilmu yang dipelajari selama 
di diklat · 

ilmu yang saya terima di diklat diantaranya berkaitan 
dengan cara penjabaran visi misi instansi ke dalam 
program, telah disusun dengan perencanaan yang baik, 
namun pada saat pengelolaan program-program tersebut 
kita perlu melibatkan bawahan, dan saat ini kebanyakan 
bawahan yang ada dibawah pimpinan saya memiliki 
kemampuan yang kurang dalam merespon instruksi 
untuk melaksanakan program tersebut. 

sebagai pimpinan k~i telah cukup menerima 
pengetahuan dan keterampilan selama diklat, 
kendalanya di lapangan adalah ketersediaan peralatan, 
anggaran serta kurangnya kemampuan staf, saya sangat 
sependapat dengan rekan saya yang lain. 
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Menurut Bapak, setelah kembali bertugas apakah Bapak 
telah menunjukkan hasil/manfaat dari diklat yaitu 
meningkatnya kompetensi kepemimpinan Bapak sesuai 
tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Kepala LAN 

f_ 

dalam hal karakter serta perilaku, saya merasa telah 
menerapkan perilaku yang sesuai dengan etika dan 
bertanggungjawab sepenuhnya atas jabatan saya, namun 
untuk melaksanakan program keija tentunya saya tidak 
dapat bekeija sendiri, perlu berkordinasi dengan 
bawahan, disini kendala yang saya temui bahwa 
bawahan saya kebanyakan kurang merespon perintah 
saya, mereka masih perlu diarahkan dalam melakukan 
tugasnya. 

Selasa, 14 April2015 
Kasubag Bantuan Hukum 
Kantor Bupati, Kobakma 

Bagaimana peran pimpinan 
Kepemimpinan Tingkat III ini ? 

dalam Diklat 

pada saat kami mengikuti diklat, pimpinan hanya 
memberi rekomendasi saja, tidak ada program 
mentoring seperti yang, diterapkan pada diklat pola 
baru, perubahan pola pembelajaran ini saya rasa sangat 
baik sekali bagi pimpinan dan bawahan. 

Bagaimana pembelajaran dan cara 
pembelajaran yang dilaksanakan 
mengikuti diklat ? 

penilaian hasil 
selama Bapak 

Pembelajaran yang dilakukan sangat bagus sesuai 
kebutuhan, dan sistem penilaiannya menggunakan 
kategorilkualifikasi, kualifikasi kelulusan yang saya 
peroleh pada Diklat _Kepemimpinan Tingkat III 
sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat adalah 
kategori Baik Sekali. 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai den'iian ilmu yang dipelajari selama 
di diklat 

saat itu pertimbangan saya direkomendasikan untuk 
mengikuti diklat pada tahun 2013 adalah bahwa saya 
dianggap memenuhi persyaratan menduduki jabatan 
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Hari/Tanggal 
Informan 
Tempat 

Peneliti 

Kasubag 
Kelembagaan 

Peneliti 

Kasubag 
Kelembagaan 

Hari/tanggal 
Informan 
Tempat 

Peneliti 

Kasubag 
ProdukHukum dan 
Perudang-undangan 

eselon III, namun sainpai saat ini saya masih 
menduduki jabatan eselon IV, dalam hal ini tentunya 
pimpinan belum atau tidak diberikan kesempatan 
kepada saya untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh 
pada jabatan yang semestinya. 

Selasa, 14 April2015 
Kasubag Kelembagaan 
Kantor Bupati, Kobakma 

Bagaimana pembelajaran dan cara 
pembelajaran yang dilaksanakan 
mengikuti diklat ? 

penilaian hasil 
selama Bapak 

.. pada pelaksanaannya, diadakan pengujian sebelum dan 
sesudah pelatihan, dan hasil yang kita dapatkan, 
sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan, saya memperoleh kualifikasi 
kelulusan Baik Sekali . 

Menurut Bapak, setelah kembali bertugas apakah Bapak 
telah menunjukkan hasil/manfaat dari diklat yaitu 
meningkatnya kompetensi kepemimpinan Bapak sesuai 
tolak ukur kompetensi kepemimpinan yang ditetapkan 
dalam Lampiran Peraturan Kepala LAN 

Saat ini saya dan 2 rekan saya masih menduduki jabatan 
eselon IV, padahal telah mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III di tahun lalu, karena belum 
menduduki jabatan eselon III, tentunya kami tidak dapat 
mengembangkan kompetensi kepemimpinan kami pada 
jabatan yang semestinya. 

Selasa, 14 April 2015 
Kasubag Produk Hukum.dan Perundang-undangan 
Kantor Bupati, Kobakma 

Bagaimana tanggapan Bapak saat mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III 

Suasana di diklat sangat menyenangkan, fasilitas yang 
disediakan sangat baik sekali sehingga kami cukup 
termotivasi untuk mengikutinya. 
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Peneliti 

Kasubag 
ProdukHukum dan 
Perudang-undangan 

Peneliti 

Kasubag 
ProdukHukum dan 
Perudang-undangan 

Hari/Tanggal 
Informan 
Tern pat 

Peneliti 

StafBagian Tata 
Pemerintahan 

Peneliti 

StafBagian Tata 
Pemerintahan 

Peneliti 

Staf Bagian Tata 
Pemerintahan 

Bagaimana pembelajaran dan cara 
pembelajaran yang dilaksanakan 
mengikuti diklat ? 

•' 

penilaian hasil 
selama Bapak 

Proses pembelajaran dan materi yang diberikan menarik 
dan dapat kami pahami dengan baik .... 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 
di diklat 

sepertinya Diklat Kepemimpinan tidak memberikan 
pengaruh dalam penempatan seseorang dalam jabatan. 
Jika tidak diberikan kesempatan tentunya kita tidak 
dapat menunjukkan hasil diklat kepemimpinan yaitu 
menunjukkan seberapa besar kompetensi kita. 

Rabu, 15 April2015 
StafBagian Tata Pemerintahan 
Kantor Bupati, Kobakma 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 
di diklat 

saat saya mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 
pada tahun 2013 saya masih menjabat eselon III, namun 
sekembalinya dari diklat, pimpinan menempatkan saya 
sebagai staf tanpa alasan yang jelas, tentunya saya 
sekembali dari diklat tidak dapat menerapkan ilmu yang 
diperoleh karena sudah tidak menjabat lagi. 

Apakah Diklat Kepemimpinan Tingkat III berpengaruh 
dalam jabatan ? 

Penentuan pengangkatan jabatan, dipengaruhi banyak 
faktor dan pertimbangan, tidak hanya pertimbangan 
diklat kepemimpinan saj~. 

Bagaimana peran Baperjakat dalam penentuan PNS 
dalam jabatan 

Penentuan jabatan lebih besar dipengaruhi oleh 
pertimbangan politis daripada mengacu kepada aturan 
kepegawaian , terutama untuk jabatan eselon III 

" 
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Hari/Tanggal 
Informan 
Tempat 

Peneliti 

Staf Bagian Tata 
Usaha Keuangan 

Peneliti 

StafBagian Tata 
Usaha Keuangan 

Rabu, 15 April2015 
StafBagian Tata Usaha K.euangan 
Kantor Bupati, Kobakma 

Bagaimana tanggapan Ibu saat mengikuti Diklat 
Kepemimpinan Tingkat III 

Para tenaga pengajar memilik cara mengajar yang cukup 
menarik sehingga tidak membosankan. 

Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam menerapkan 
perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 
di diklat 

Saya dan beberapa rekan saya di Sekretariat Daerah dan 
SKPD lainnya sebelumnya menjabat eselon III dan telah 
mengikuti Diklat PIM Tk III,namun pimpinan kemudian 
menempatkan saya sebagai staf tanpa alasan yang jelas, 
tentunya saya tidak dapat menerapkan ilmu yang 
diperoleh dari diklat karena sudah tidak menjabat lagi. 

Bagaimana peran Baperjakat dalam penentuan PNS 
dalamjabatan 

Pertimbangan aturan kepegawaian juga berperan dalam 
penentuan jabatan, tetapi untuk jabatan tertentu ada 
faktor lain yang lebih berpengaruh. 

D. Staf Sekretariat Daerah 

Hari/ Tanggal 
Informan 
Tern pat 

Peneliti 

StafBagian Humas 
dan Protokol 

StafBagian 
Kesejahteraan Sosial 

Rabu, 15 April2015 
Staf Sekretariat Daerah 
Kantor Bupati, Kobakma 

Menurut Bapak-Bapak, apakah Kepala Bagian yang ada 
di Bagian Bapak-Bapak bekerja telah menunjukkan 
suatu perubahan kerja dari yang sebelumnya ? 

secara langsung belum ada inovasi baru dari pimpinan 
dalam hal penyelesaian tugas-tugas kantor, namun 
secara tidak langsung adanya perubahan sikap dalam 
hal memimpin bawahan. 

tidak adanya perubahan sikap kepala bagian menyusun 
program kerja 
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StafBagian Umum Rutinitas keija berjalan seperti biasa, belum ada 
program kerja yang barn 
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